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MOTTO

* Tidaklah ada vang kita perdapat selama umur kita ini, selain dari mengumpulkan
kata sifulan dan sianu™.

(Imam Fakhruddin Al Razi)

“Bukanlah dinamakan pemuda orang yang berkata inilah bapakku, tapi yang
dinamakan pemuda adalah orang yang berkata inilah Aku”.

(Al Qo’il)
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RINGKASAN

Dunia Perbankan sebagai salah satu tulang punggung perekonomian
Nasional tidak diragukan lagi mempunyai peranan yang sangat besar terutama
dengan aktifitas utamanya vaitu funding dan /lending disamping jasa-jasa
perbankan lainnya .

Berbicara mengenai bank tidak dapat dipisahkan dengan aturan yang
mengaturnya (undang-undang). Untuk saat ini kegiatan perbankan di Indonesia
diatur dengan Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas
undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan.

Salah satu perubahan mendasar yang ada dalam undang-undang nomor 10
tahun 1998 adalah tentang kegiatan usaha bank umum yang terlihat jelas dalam
pasal 6 huruf m . Pasal 6 huruf m tersebut memberikan kesempatan kepada bank
umum konvensional untuk bisa menerapkan juga sistem syariah.

Diberlakuknnya Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 ini didalamnya
menetapkan sistem perbankan di Indonesia sebagai dual banking system dimana
bank-bank umum konvensional dapat beroperasi berdampingan dengan bank-bank
dengan prinsip syariah, maka landasan hukum bank dengan prinsip syariah telah
cukup jelas dan kuat baik dari segi kelembagaan maupun landasan
operasionalnya. Sebagai contoh bank-bank konvensional yang telah menerapkan
dual banking svstem ini adalah antara lain; Bank Bukopin, Bank IFI (Indonesia
Finance and Investment , Bank Negara Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka permasalahan yang timbul adalah
bagaimanakah mekanisme dual banking system dilaksanakan?, faktor-faktor
apakah vyang menghambat penerapan dual banking system dalam rangka
pengembangan perbankan dengan prinsip syariah?

Tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk mengkaji dan menganalisa masalah
tersebut diatas.

Metode penulisan dalam skripsi ini dilakukan melalui pendekatan masalah
dengan menggunakan metode yuridis normatif, sedangkan sumber data dan

pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan. Dalam
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melakukan analisa data dan permasalahan yang akan dibahas digunakan analisa
data dengan metode deskriptif kualitatif yang kemudian menarik kesimpulan
dengan metode deduktif.

Kesimpulannya adalah bahwa mekanisme dual banking system adalah cara
pembukaan kantor cabang syariah yang dilakukan oleh bank umum konvensional
untuk menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan melalui ijin
dari Bank Indonesia. Pembukaan kantor cabang itu dilakukan dengan cara:
Pembukaan kantor cabang baru. Mengubah kegiatan usaha kantor cabang yang
berusaha secra konvensional menjadi kantor cabang syariah. Meningkatkan status
kantor dibawah kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara
konvensional menjadi kantor cabang syariah.

Faktor-faktor yang menghambat mekanisme dual banking system dalam
rangka pengembangan perbankan syariah adalah: Adanya pemahaman yang
belum tepat tentang bank syariah. Peraturan perbankan yang belum sepenuhnya
mengakomodasi operasional bank syariah. Jaringan kantor bank syanah yang
belum luas. Sumber daya manusia yang memiliki keahlian dibidang syariah masih
sedikit.

Adanya akomodasi yang telah diberikan oleh Undang-undang nomor 10
tahun 1998 berkaitan dengan dual banking system itu diharapkan kalangan
perbankan konvensional untuk lebih peka dan dapat memanfaatkan peluang
tersebut dalam rangka perluasan kegiatan usaha banknya.
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1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari Bank dikenal sebagai lembaga keuangan
yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito serta
jasa-jasa perbankan lainnya. Bank juga dikenal sebagai tempat untuk untuk
memindahkan uvang, mencrima segala bentuk pembayaran dan setoran seperti
pembayaran listrik telepon, air pajak dan pembayaran lainnya.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun [998
tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan
dalam pasal 1 angka 2 yang dimaksud dengan Bank adalah: Badan usaha yang
menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya
kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam
rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Berdasarkan pengertian diatas dapat diketahui secara jelas bahwa bank
merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, sehingga berbicara
mengenai bank tidak terlepas dari masalah keuangan.

Berbicara mengenai bank dewasa ini tidak bisa dilepaskan dan fakta
sejarah perioda deregulasi perbankan yang terjadi dalam kurun antara tahun 1983
sampai tahun 1991.(M Djumhana, 1996 : 56)

Dalam periode deregulasi perbankan itu ada beberapa deregulasi yang
telah ditetapkan. Pertama adalah deregulasi 1983 dengan ciri pokok penghapusan
pagu kredit yang telah berlaku semenjak 1974. Kedua adalah paket kebijaksanaan
27 Oktober 1988 (pakto 88) yang cini pokoknya adalah mengenai liberalisasi
perbankan. Ketiga adalah paket deregulasi sebelum terbentuknya Undang-undang
nomor 7 tahun 1992 mengenai prudential regulation. Prudential regulation atau
pengaturan yang ketat terhadap aturan perbankan yang merupakan jawaban atas
kebijakan Pakto 88 yang telah memberikan keleluasaan kepada dunia perbankan
untuk mendirikan bank sehingga pada waktu itu banyak sekali bank-bank yang

berdiri tanpa dilandasi dengan dasar yang kuat, sehingga pertumbuhan bank
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digambarka bagaikan Jamur di musim hujan karena begitu banyaknya bank yang
muncul.

Menurut Munir Fuady S.H masa setelah pakto 88 itu diibaratkan dengan
Mmasa pesta pora dari dunia perbankan hal ini disebabkan karena pada masa ity
aturan mengenai pendirian bank sangat lunak sehingga siapapun dapat mendirikan
bank asalkan memenuhi persyaratan meskipun tanpa didasari landasan yang
kuat.(1999 : 1)

Sebenarnya maksud  dari kebijakan Pakto 88 iy adalah untuk
menggairahkan dunia usaha dengan asumsi bahwa semakin banyak bank yang
berdiri maka semakin terakomodasi kebutuhan rakyat akan kredit untuk
mengembangkan dunia usaha mereka. Akan tetapi kenyataan berbicara lain
terbukti sebagai akibat dari Pakto 88 itu banyak sekali distorsi atau penyimpangan
dari pengelolaan dana kredit bank, hal ini ditandai dengan banyaknya kasus kredit
yang bermasalah. Hal ini wajar karena pada waktu itu Prinsip prudent banking
diabaikan akibatnya dunia perbankan menjadi kacau balau karena ternyata tidak
memiliki dasar yang kuat dengan kata lain bank-bank banyak mengalami
kesulitan likuiditas untuk menjalankan kegiatannya.

Masa kesulitan likuiditas perbankan nasional itu terus berlanjut sampai
pada tahun 1997 pada sckitar pertengahan 1997 Indonesia terkena badai krisis
moneter yang menyebabkan dunia perbankan semakin tidak menentu dan hal ini
sangat berpengaruh terhadap moneter Indonesia. Dalam kondisi yang semacam itu
pemerintah mencoba meminta bantuan IMF (Intenational Monetary Fund), IMF
bersedia membantu masalah krisis di Indonesia dengan salah satu Syaratnyayaitu
dilakukannya pembenahan sistem perbankan. Syarat pembenahan sistem
perbankan itu ditindak lanjuti  oleh pemerintah Indonesia  yaitu dengan
dikeluarkannya ketetapan pemerintah mengenai likuidasi bank-bank yang tidak
sehat. Pembenahan dibidg\ng perbankan ini mencapai puncaknya pada tanggal 1|
November 1997 ditandai dengan dilikuidasinya 16 bank . Setelah itu muncul
bebrapa istilah bagi bank yang tidak sehat seperti BBO(Bank Beku Operasi), BTO
(Bank Take Over) vang pada hakikatnya istilah ity hampir sama dengan istilah
likuidasi karena pada akhirnya bank yang beku operasi dan take over itu juga.
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dilikuidasi. Cara lain vang dilakukan pemerintah dalam rangka pembenahan
sistem perbankan adalah dengan menganjurkan merger, akuisisi dan konsolidasi.
Sebagai tindak lanjutnya sejak masa krisis moneter (1997) pemerintah membentuk
BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) sebagai rumah sakit bagi bank-
bank yang sakit (Munir Fuady 1999 : 33)

Meskipun pada masa krisis moneter bank-bank hampir semuanya
mengalami  kesulitan likuiditas yang disebabkan karena sistem operasinya
berdasarkan Spread Bused artinya keuntungan utama dari bisnis perbankan yang
berdasarkan prinsip konvensional diperoleh dari selisih bunga simpanan yang
diberikan kepada penyimpan dengan bunga pinjaman atay kredit yang disalurkan.
Dalam sistem perbankan konvensional yang semacam ini maka ketergantungan
keuntungan bank ity amat ditentukan oleh selisih bunga antara simpanan nasabah
dan kredit nasabah, bila kreditnya bermasalah maka akan berdampak pada
likuiditas bank yang bersangkutan, Apabila suatu bank mengalami suaty kerugian
dari selisih bunga dimana suku bunga simpanan lebih besar dari suku bunga kredit
maka bank tersebut akan mengalami Negatif Spread.

Ditengah-tengah kebingungan Bank konvensional mengatasi  penyakit
negatif spread akibat selisih bunga itu sebenarnya ada satu Jenis bank yang tidak
terkena penyakit negatif spread akibat bunga, sudah teruji dan terbukti dalam
krisis moneter Bank inj tidak terpengaruh masalah likuiditas karena sistem
operasinya berdasarkan bagi hasil, Bank itu adalah Bank bagi hasil atay yang
lebih dikenal dengan nama Bank Syariah.

Bank Syariah adalah Bank yang dasar operasinya berdasarkan Syariah
[slam dan dalam Syariah Islam ity membungakan uang itu adalah riba, sedangkan
riba itu adalah haram. Oleh karena itu dalam Bank yang berdasarkan Syariah ini
tidak dikenal bunga dalam memberikan jasa kepada penyimpan maupun
peminjam. Pada Bank Syariah ini jasa bank yang diberikan disesuaikan dengan
prinsip Syariah Islam. Prinsip Syariah yang diterapkan ada lima macam yaitu:
pembiayaan berdasarkan prinsip  bagi hasil (Mudharabah), pembiayaan
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S€wa murni tanpa pilihan (ljarah), pilihan pemindahan pemilikan atas barang
yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain(/jarah wa lgtina).

Keberadaan Bank dengan prinsip syariah ini relatif aman dari penyakit
negatif spread bila dibandingkan dengan Bank umum konvensional. Hal in;
sebuah peluang bagi dunia perbankan Indonesia, lebih-lebih masyarakat Indonesia
yang mayoritas beragama [slam, disamping itu tidak menutup kemungkinan bagi
orang non muslim untuk menjadi nasabah dari bank dengan Prinsip syariah ini.
hal ini sudah terbukii diluar negeri karena Bank Islam /syariah tidak bersifat
eksklusif untuk ummat Islam saja tetapi tidak ada larangan bagi ummat non
muslim untuk melakukan hubungan dengan bank islam. Bahkan pengelolannya
pun bisa dilakukan oleh orang-orang non muslim, seperti yang terjadi pada Bank
Islam London, Luxemburg, Switzerland dan Bank-bank asing Pakistan. (Warkum
Sumitro, 1996 - 50)

Keberadaan Bank Syariah dalam sistem perbankan Indonesia dimulai
sejak tahun 1992 sejalan dengan diber]akukannya Undang-undang nomor 7 tahun
1992 tentang perbankan . Ini terbukti dengan Berdirinya Bank Muamalat
Indonesia sebagai Bank Svariah pertama di Indonesia pada tanggal 1 Mei 1992
dengan Modal awal Rp 106. 126. 382000.Bank Muamalat Indonesia sebagai
Prototype (model bank) dengan Prinsip Syariah Ilahir sebagai hasil kerja tim
perbankan MU| yang merupakan tindak lanjut lokakarya tentang tentang bunga
bank dan perbankan di Cisarua Bogor pada tanggal 18-20 Agustus 1990, Tim
kerja ini bertugas melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak
terkait | selain Juga mengadakan pelatihan calon staf melalui  managemeny
development program (MDP).(M. Syafi’i Antonio, 1999 278)

Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 belum memberikan landasan hukum
yang cukup kuat terhadap pengembangan Bank Syariah karena belum secara tegas

mencantumkan kata Prinsip Syariah dalam kegiatan usaha bank, disamping ity
pengertian Bank Bagi Hasil yang dimaksudkan dalam undang-undang teréebul

belum mencakup secara tepat pengertian Bank Syariah yang memiliki cakupan

yang lebih luas dari sekedar bagi hasil, demikian Juga dengan ketentuan
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1.3 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian dalam latar belakang maka ada beberapa permasalahan
yang dibahas yaitu:
I. Bagaimanakah mekanisme dual banking System dilaksanakan?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat mekanisme Juq/ banking system

dalam pengembangan perbankan syariah ?

1.4 Tujuan Penulisan
Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:
1.4.1 Tujuan Umum
Tujuan penulisan skripsi ini secara umum adalah :
. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Untuk melengkapi bahan referensi sebagai sarana informasi teoritis dan

praktis hukum:

(%]

Untuk memberi sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum yang
bermanfaat bagi almamater dan masyarakat pada umumnya;
1.4.2 Tujuan Khusus
Tujuan kKhusus penulisan skripsi ini adalah:
. Untuk mengkaji  dan menganalisa pelaksanaan mekanisme  dual
banking system
2. Untuk mengkaji dan menganalisa faktor-faktor apa yang menghambat
mekanisme dual banking system dalam rangka pengembangan Bank
Syariah.
1.5 Metode Penulisan
Metode Penulisan merupakan faktor penting dalam penulisan karya ilmiah
dan digunakan sebagai cara untuk mendapat hasil penelitian yang optimal dan
memenuhi validitas keilmiahan suatu karya ilmiah. Metode ilmiah yang yang
dipakai dalam ilmuy hukum memiliki karakteristik yang berbeda dengan ilmy
pengetahuan sosial lainnya, berdasarkan pusat perhatian ilmu hukum yang

berbeda dengan ilmuy pengetahuan lainnya, dependen variabel dan independen
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variabel yang dikaji serta logical ordering yang digunakan, juga teknik-teknik

Sasarannya (Soerjono Sockanto: 1982 1 47)
L.5.1 Pendekatan Masalah

Penyusunan skripsi ini menggunakan metode pendekatan yang bersifat
yuridis normatif, yaitu suatu cara untuk menganalisa atau kajian dan penjelasan
tentang pokok-pokok permasalahan yang ditinjau dar; ketentuan-ketentuan dalam
huku positif yang saling berhubungan dan terkait dengan pencrapan dalam

praktek.(Soemitro, | 990:97)

1.5.2 Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini berdasarkan pada sumber data sekunder yang
terdiri dar; :

a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan yang
berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini. yurisprudensi dan
traktat.

b. Bahan hukum sekunder yang merupakan penjelasan mengenai bahan hukum
primer yang terdiri dari rancangan perundang-undangan, hasil karya tulis
ilmiah para ahli hukum yang tersebar diberbagai pusat sumber informasi yang
berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam skripsi ini.

¢. Bahan hukum tertier vang terdiri dari kamus dan ensiklopedia. (Soerjono
Soekanto: 1982 - 47)

1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data dan informas; metode yang digunakan oleh
penyusun adalah dengan mengadakan studi kepustakaan yang terdiri dari ;

a. Inventarisasi peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang
diangkat dalam judul skripsi ini.

b. Penelusuran teori-teori hukum yang didasarkan pada pendapat para ahli
hukum dari berbagai karya tulis ilmiah pada berbagai macam pusat layanan

penyedia data atau dokumen,
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1.5.4 Analisa Data

Data-data yang telah diperoleh, dianalisa dengan menggunakan metode
deskriptif kualitatif yaitu metode untuk memperoleh suaty permasalahan yang
tidak didasarkan atas angka-angka melainkan didasarkan atas suaty peraturan
perundang-undangan vang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan yang
akan dibahas. Lalu, untuk menarik kesimpulan metode berfikir yang digunakan
adalah metode deduktif, yaitu suaty metode berfikir yang berangkat dari suaty
pembahasan yang - bersilal umum menuju pembahasan yang  bersifat
khusus.(Soemitro, 1990:98)
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Qs J !

Il. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan dari penulisan skripsi ini salah saty
unsur yang di perlukan adalah adanya suatu fakta Penyajian fakta ini
dimaksudkan untuk memberikan bukti kongkrit atas permasalahan yang di bahas,
selain itu juga penyajian fakta ini tetap memperhatikan batasan masalah dan
rumusan masalah dari skripsi ini.

Sejalan dengan kebijakan pengembangan bank syariah, jumlah kantor
cabang bank umum yang beroperasi dengan prinsip syariah meningkat sebanyak
37 sehingga menjadi 119 kantor cabang bank. Kantor cabang tersebut terdiri dari
27 kantor cabang Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri, 10 Kantor
Cabang Syariah (KCS) dari 3 bank umum konvensional vaitu Bank IFI, Bank
Negara Indoneia( BNI) dan Bank Jabar, serta 79 RBpRr Syariah(Bank
Indonesia,Laporan Tahunan 2000 -] 15)

Bank Konvensional vang telah meneralpkan dual banking system adalah

PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk, yaitu sejak tanggal 29 Mei 2000,

Produk yang ada pada Bank Negara Indonesia Syariah adalah meliputi:
Produk Dana
- Giro Wadiah
- Tabungan Mudharabah
= Deposito Mudharabah
Produk Pembiayaan
- Pembiayaan Murabahah
- Pembiayaan Mudharabah

- Pembiayaan Musyarakah
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- Pembiayaan Ijarah Bai Ut Takjiri
Produk Jasa
- Kiriman Uang
- Inkaso
- Garansi Bank
Keuntungan BN] Syariah adalah :
- Menggunakan Jaringan Bank BN] yang telah ada di seluruh Indonesia
- Fasilitas On-line disemua cabang Bank BNI Syariah dan cabang Bank BN]
- Kartu ATM yang bisa digunakan di semua mesin ATM Bank BNI
Sampai dengan saat inj Pada Bank BNI Syariah telah mempunyai lima kantor
Cabang yang tersebar dikota-kota

1. Kantor Cabang Yogyakarta (YGS)

Jl. KH. Ahmad Dahlan no, 66 Yogyakarta
2. Kantor Cabang Jepara (JPS)

JI. Pecangaan No. 12 Jepara

78]

Kantor Cabang Pekalongan (PKS)

J1. Masjid Syuhada, J1. Pemuda No. 52-54, Pekalongan

4. Kantor Cabang Banjarmasin (BJS)
JI. Veteran No. 21 Kelurahan Sungai Bilu, Kec. Banjar Timur,
Banjarmasin.

5. Kantor Cabang Malang (MGS)

JI. Soekarno Hatta No. 40, Ds. Jatimulya, Lowok Waru, Malang.
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2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang di pergunakan dalam skripsi ini adalah :

1.

LJ

Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang
nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan Khususnya pasal 6 huruf m yang
berbunyi;

“menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan
prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
Undang-undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan prinsip
Bagi Hasil

Peraturan Bank Indonesia No:2/27/2000/PBI tentang Bank Umum

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia no. 32/34/2000 tentang Bank Umum
Syariah

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/8/ 2001 tentang perauran Pelaksana

peraturan Bank Indonesia Tentang Bank Umum
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2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Bank

Pengertian tentang Bank itu sebenarnya banyak versinya tergantung dari

Sisi mana melihatnya, namun pada dasarnya mempunyai makna yang kurang lebih

sama . Macam-macam pengertian itu adalah dapat dilihat sebagai berikut -

a.

apabila menelusuri dari terminologi Bank maka bank berasal dari bahasa
Italy “bhanca yang berarti bence yaitu suaty bangku tempat duduk _ Sebab
pada zaman pertengahan, pihak bankir Italy yang memberikan pinjaman-
pinjaman melakukan usahanya dengan duduk di bangku-bangku di halaman
pasar(Abdurrachman,A, 1991 :80).

Dalam perkembangan dewasa ini istilah bank dimaksudkan sebagai suatu
Jenis pranata finansial yYang melaksanakan Jasa-jasa keuangan yang cukup
berancka ragam, seperti pinjaman, memberi pinjaman, mengedarkan mata
uang, mengadakan pengawasan terhadap mata uang bertindak sebagai tempat
penyimpanan untuk benda-benda berharga, membiayai  usaha-usaha

perusahaan.

b. Dalam suatu kamus kata bank diartikan sebagai: (Webster, Noah, 1972 - 146)

l. Menerima deposito uang | custody, menerbitkan uang, untuk memberikan
pinjaman dan diskonto, memudahkan penukaran fund-fund tertentu
dengan cek,notes dan lain-lain dan Jjuga bank memperoleh keuntngan

dengan meminjamkan uangnya dengan memungut bunga.

9

Perusahaan yang melaksanakan bisnis bank tersebut

.bJ

Gedung atau kantor tempat dilakukannya transaks; bank atau tempat
beropeasinya perusahaan perbankan.

Ada yang memberi arti kepada bank sebagai suatu institusi yang mempunyai
peran yang besar dalam dunia komersil yang mempunyai wewenang untuk
untuk menerima deposito, memberikan pijaman, menerbitkan promoisssory
notes (bank bills) namun fungsi bank yang orisinil adalah menerima deposito
berupa uang logam, plate, emas dan lain-lain (Black Henry Campbell, 1968
184).
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d. Menurut Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas
undang-undangnomor 7 tahun 1992 tentang perbankan . “Bank adalah badan
usaha yang menghimpun dana darj masyarakat dalam bentuk simpanan dan
meyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentyk-

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

2.3.2 Pengertian Bank Konvensional

Istilah Bank konvensional muncul sebetulnya  dimulaj semenjak  di
undangkannya undang-undang nomor 10 tahun 1998 entang perubahan atas
undang—undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Kemunculan istilah bank
konvensional inj identik dengan bank yang dalam melakukan usahanya
menerapkan sistem bungan sebagai lawan dari istilah bank Syariah yang dalam
menjalankan usahanya berdasarkan bagi hasil.

Pengertian  bank Konvensional adalah Bank  Umum sebagaimana
dimaksud dalam pasal | angka 3 Undang—undang nomor 10 tahun 1998 yang
melakukan kegiatan usaha secara konvensional.

Mayoritas Bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah bank
yang berorientas;j pada prinsip konvensional. Hal inj tidak terlepas darj sejarah
bangsa Indonesia dimana asal mula bank di Indonesia dibawa oleh kolonial
Belanda Dalam mencari keuntungan dan menentukan  harga kepada para
nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua
metode vyaity -

I. Menetapkan bunga sebagai harga, baik utuk produk simpanan seperti giro,
tabungan Maupun  deposito. Demikian pula harga untuk produk
pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga
tertentu. Penetuan harga ini dikenal dengan istilah spread based. Apabila
suku bunga simpanan lebih tinggi dari suku bunga pinjaman maka dikenal
dengan nama negatjve spread.

2. Untuk Jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan barat menggunakan atay

menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau prosentase tertentu,
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Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah Jee based. (Kasmir,
1999 :38).
Menurut sistem Undang-undang perbankan, kegiatan bank dibedakan ke dalam -
a. Kegiatan Bank Umum yang terdiri dari kegiatan utama dan kegiatan
tambahan,dan
b. Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat.
Pada prinsipnya kegiatan suaty bank baik bank umum atau bank perkreditan
rakyat terdiri dari ti ga golongan sebagai berikut -
(1) Kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat.
(2) Kegiatan penarikan dana kepada masyarakat.
(3) Kegiatan pemberian Jasa tertentu yang dapat menghasilkan Jee based

mncome.

23.3 Bank Syariah
2.3.3.1 Pengertian Bank Syariah

Istilah lain yang digunakan untuk sebutan Bank Islam adalah Bank
Syariah. Secara akademik, istilah Islam dan Syariah memang mempunyai
pengertian yang berbeda Namun secara teknis untuk penyebutan Bank Islam dan
Bank Syariah mempunyai pengertian yang sama(Warkum Sumitro, 1996 - 5 )

Menurut ensiklopedi Islam, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang
usaha pokoknya memberikan kredit dan Jasa-jasa dalam laly lintas pembayaran
serta peredaran uang yang pcngoperasianny'a disesuaikan dengan prinsip-prinsip
syariat islam,

Berdasarkan rumusan tersebut Bank Islam berartj Bank yang tata cara
beroperasinya didasarkan pada tata cara bermuamalat secara Islam, yakni
mengacu kepada ketentuan-ketentuan al Qur'an dan al Hadits. Sedangkan
pengertian  muamalat adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan
manusia dengan manusia, baik hubungan pribadi maupun antara perorangan
dengan masyarakat (Abdul Wahab Khallaf, 1980 : 46).

Muamalah ini meliputi  bidang kegiatan jual belj (ba’e), bunga(riba),

Piutang(Qoroah), gadai(Rohan), mei ndahkan utang (Hawalah), bagi untung dalam
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perdagangan(qiro’ah), _jaminan(Dhammah) persekutuan(Syrqoh), persewaan dan
perburuhan(ljaro)(Moh. Anwar 1979: 23),

Didalam Oprasionalisasinya Bank Islam harus mengikuti dan atay
berpedoman kepada praktek-praktek usaha yang dilakukan dizaman Rasullulah,
bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya tetapi tidak i larang oleh
Rasulullah atau usaha-usaha baru hasil ijtihad para Ulama/Cendikiawan muslim
yang tidak menyimpang dari ketentuan al Qur’an dan al Hadits.

Bank berdasarkan prinsip syariah belum lama berkembang di Indonesia.
Namun diluar negeri terutam dinegara-negara timur tengah bank yang berdasarkan
prinsip syariah sudah berkembang pesat sejak lama.

Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah dalam penentuan harga

produknya sangat berbeda dengan bank berdasarkan prinsip konvensional. Bank

kegiatan perbankan lainnya.
Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang
berdasarkan prinsip syraiah adalah sebagai berikut -

I. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasi l.(mudharaba/r)

2. Pembiayaan berdasarkan Prinsip penyertaan modal (musyarakah)

3. Prinsip jual bel barang dengan memperoleh keuntungan (murabahath)

4. Pembiayaan baran £ modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan( ijarah)

5. Atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang

disewa dari pihak bank oleh pihak lain(ijarah Wa Igtina).
Sedangkan penentuan biaya-biaya jasa bank lainnya bagi bank yang berdasarkan
prinsip syariah Juga menentukan biaya sesuai Syariah Islam.(Kasmir, 2000 - 39)
Sumber penentuan harga atau pelaksanaan kegiatan bank prinsip syariah
dasar hukumnya adalah A] Qur’an dan Sunnah Rosy] Bank berdasarkan prinsip
syariah mengharamkan penggunaan harga produknya dengan bunga tertenty. Bagi

bank yang berdasarkan prinsip syariah bunga adalah riba.
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2.3.3.2 Tujuan Bank Syariah
Setelah  didalam perjalanan  sejarah bank-bank yang telah ada
(Konvensional) dirasakan mengalami kegagalan menjalankan fungsi utamanaya
menjembatani antara pemilik modal dan dengan pihak yang membutuhkan dana
maka dibentuklah Bank Syariah dengan tujuan -
1. Mengarahkan kegiatan ekonomi Ummat untuk bermuamalah secara Islami
2 Untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi dengan jalan
meratakan pendapatan melalyj kegiatan investasi
3. Untuk meningkatkan kualitas hidup ummat terutaama bagi kelompok
miskin
4. Untuk menjaga kestabilan ekonomi pemerintah dengan aktifitas bank
Islam yang diharapkan mampu menghindarkan inflasi akibat penerapan

sistem bunga

L

Untuk menyelamatkan ketergantungan ummat Islam terhadap bank-bank

konvensional.(Warkum Sumitro, 1996:17)

2.3.3.3 Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Dalam beberapa hal, bank konvensional dan bank syariah memiliki
Persamaan terutama pada sisi teknis penerimaan uang .pelayanan dan teknologi.
Namun terdapat banyak perbedaan mendasar diantar keduanya. Perbedaan
tersebut menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai,
lingkungan kerja dan mekanisme penghitungan keuntungan atay bagi hasil.Untuk
lebih jelasnya bisa dilihat scbagaimana penjelasan dibawah ini
A. Akad dan Aspek Legalitas
Dalam Bank Syariah akad yang dilakukan memiliki konsekwensi duniawi dan
ukhrawi, karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Seringkali
nasabah berani melanggar kesepakatan/peljanjian yang telah dilakukan bila
hukum ity hanya berdasarkan hukum positif belaka, tapi tidak demikian bila
dibarengi dengan Perjanjian yang melibatkan masalah agama. Selain ity Jika
terjadi perselisihan antara nasabah dan bank. Bank Syariah dapat merujuk kepada

Badan Arbitrase Muamalat Indonesia
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B. Struktur organisasi

Bank syariah dapat memiliki Struktur  yang sama dengan bank
konvensional, dalam hal  komisaris dan direksi. Tapi unsur yang amat
membedakan bank syariah dengan bank konvensional adalah keharusan adanya
Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional bank dan
Produk-Produknya agar sesuai dengan dengan garis-garis Syariah.

Dewan Pengawas Syariah biasanya diletakkan pada posisi setingkat
Dewan Komisaris pada setiap bank. Hal inj untuk menjamin efektifitas dari setiap
opini yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah, Karena ity penetapan
anggota Dewan Pengawas Syariah ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang

Saham.

C. Bisnis dan Usaha yang dibiayai

Dalam bank svariah bisnis atau usaha yang dibiayai tidak terlepas dari
saringan syariah. Karena itu tidak mungkin bank syariah akan membiayai usaha-
usaha yang diharamkan T idak demikian halnya dengan bank konvensional yang
kurang memperhatikan tentang ketentuan halal atay tidak karena tidak ada Dewan

Pengawas Syariah.

D. Lingkungan kerja dan Corporate Culture

Sebuah bank syariah selanyaknya memiliki lingkungan kerja yang sejalan
dengan syariah. Dalam hal ctika, amanah dan shiddiq harus melandas; setiap
karyawan sehingga tercipta profesionalisme yang berdasarkan Islam

Selain itu cara berpakaian dan tingkah laku para karyawan merupakan
cerminan bahwa mereka bekerja dalam sebuah lembaga yang membawa nama

Islam schingga tidak ada aurat yang terbuka. Demikijan Juga dalam ha)

menghadapi nasabah akhlaq harus senantiasa terjaga.
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E.  Prinsip dan Mekanisme Penghitungan Keuntungan (Bagi Hasil)
a. Contoh kasus (Penghitungan keuntungan)
BANK SYARIAH BANK KONVENSIONAL

Bapak A memiliki Deposito Bapak B memiliki Deposito
Nominal = Rp 10.000.000.00 Nominal = Rp 10.000.000.00
Jangka waktu = 1 (satu) bulan Jangka Waktu = | (satu) bulan
(1 Jan 1999 — | Feb 1999) (1Jan 1999 — | Feb 1999)
Nisbah = Deposan 57% - Bank 43% | Bunga = 20% p.a.

Jika keuntungan yang diperoleh

untuk deposito dalam saty bulan

sebesar Rp 30.000.000,00 dan rata-

rata saldo depositi Jangka waktu

satu bulan adalah Rp.

950.000.000,00 ¥ R

Pertanyaan - berapa keuntungan Pertanyaan i Berapa

yang diperoleh Bapak A ? keuntungan yang diperioleh
W Bapak B ?

Jawab : Jawab :

Rp.(I0.000‘000,00:950_000.0()0))( Rp 10.000.000x (31: 365 hari)

Rp.30.000.000 X 579% X 20%

= Rp 180.000 = Rp. 169.863

b. Perbandingan I (Faktor-faktor penentu keuntungan nasabah)
BANK SYARIAH BANK KONVENSIONAL

Besar  kecilnya bagi  hasil yang | Besar kecilnya bunga yang

diperoleh deposan tergantung pada : diperoleh deposan

- Pendapatan bank lergantung kepada -

= Nisbah bagi hasi antara bank dan | - Tingkat  bunga yang
nasabah berlaku

- Nominal deposito nasabah - Nominal deposito

- Rata-rata saldo deposito untuk | - Jangka wakty deposito
Jangka waktu tertenty yang ada
pada bank

- Jangka wakty deposito  karena

berpengaruh pada lamanya

investasi
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¢.  Perbandingan I1 (Prinsip dasar pemberian keuntungan pada nasabah)

BANK SYARIAH

Bank syariah memberi keuntungan
Kepada deposan dengan pendekatan
LDR (Loan to Deposit Ratio), Yaitu
mepertimbangkan rasio antara dana
pihak ketiga dengan pembiayaan yang
diberikan

Dalam perbankan syariah [.DR bukan
saja  mencerminkan keseimbangan
tetapi juga keadilan, karena bank
benar-benar membagikan hasil hasil
riel dari dunia usaha (loan) kepada
penabung (deposit)

BANK KONVENSIONAL

Semua bunga yang
diberikan kepada deposan

menjadi beban biaya
langsung

Tanpa memperhitungkan
berapa  pendapatan yang

dapat dihasilakan dari dana
yang di himpun.

Konsekwensinya bank harus
menambahi bila bunga dari

peminjam ternyata lebih
kecil di bandingkan dengan
kewajiban bunga ke
deposan. Hal ini
terkenaldengan istilah
negative spread  atau

keuntungan negatif

2.3.3.4 Pengertian Dual Banking System

Dual banking system atau sistem perbankan ganda artinya adalah Suatu

badan hukum perbankan yang yang memiliki dua sistem operasi sekaligus yaitu

sistem konvensional dan syariah, namun dalam pe

dipisahkan.

Mekanisme dual banking system ini sesuai dengan penjelasan pasal 6

ngelolaan dana keduanya harus

huruf m dilakukan dengan cara pembukaan kantor cabang yang khusus beroperasi
dengan prinsip syariah. atau dengan cara pengubahan kantor cabang atau kantor
dibawah kantor cabang yang melakukan kegiatan secara konvensional menjadi
kantor yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Pembukaan kantor
cabang syariah pada bank umum konvensional itu kemudian dikenal dengan
istilah f2/! branch.
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. PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan mekanisme Dual banking System

Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan telah meletakkan
dasar bagi terwujudnya sistem perbankan ganda (dual banking system), vaitu
sistem perbankan yang memungkinkan beroperasinya bank dengan sistem bagj
hasil dan bank yang beroperasi secara konvensional. Upaya pemerintah untuk
mengembangkan bank dengan sistem bagi hasil semakin kuat dengan semakin
meningkatnya harapan masyarakat untuk memperoleh pelayanan perbankan yvang
berdasarkan kepada prinsip syariah tersebut.

Untuk memenuhi harapan masyarakat tersebut pemerintah bersama Dewan
Perwakilan Rakyat telah mengeluarkan Undang-undang nomor 10 tahun 1998
tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
Selain mengatur perbankan konvensional, undang-undang yan g baru tersebut j uga
mengatur tentang perbankan syariah dengan lebih tegas dan luas baik dari aspek
kelembagaan maupun kegiatan usahanya.

Menurut asumsi awal Dyual banking system itu tidak mungkin diterapkan
karena antara bank konvensional dan bank syariah diterapkan dalam satu badan
hukum bank. Karena pada dasarnya antara bank konvensional dan bank syariah
itu adalah dua sistem yang berbeda dimana bank konvensional mendasarkan
usahanya berdasarkan prinsip bunga, sedangkan bank syariah mendasarkan
usahanya berdasarkan bagi hasil karena bunga itu adalah riba dan riba itu haram.
Namun kenyataannya sebagaimana yang terdapat pada pasal 6 huruf m Undang-
undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7
tahun 1992 tentang perbankan bahwa salah satu usaha bank umum adalah
menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip
syariah, sesuai dengan ketentuan vang ditetapkan oleh Bank Indonesia

Dalam penjelasan pasal 6 huruf m ditegaskan bahwa : Bank umum vang
melakukan usaha secara konvensional dapat Juga melakukan kegiatan usaha
berdasarkan prinsip syariah melaluj -

a. pendirian kantor cabang atau kantor dibawah kantor cabang baru: atau
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b.  pengubahan kantor cabang atau kantor dibawah kantor cabang yang
melakukan kegiatan usaha secara  konvensional menjadi kantor yang
melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah,

Dalam perkembangan selanjutnya cara pendirian kantor cabang atau kantor
dibawah kantor cabang baru atau pengubahan kantor cabang atau kantor di bawah
kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi
kantor yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dikenal
dengan sebutan Jull branch.

Konsep full branch diakomodasi oleh Undang-undang nomor 10 tahun 1998
yaitu dengan memberikan kesempatan bagi bank umum konvensional untuk
membuka kantor cabang  (full hranch) yang melakukan kegiatan usaha
berdasarkan prinsip syariah. Pembentukan mekanisme fidl branch di lakukan guna
mempercepat pembentukan Jaringan perbankan syariah secara lebih cepat dan
efisien karena mempergunakan infra strukur yang telah ada yaitu Jaringan
perbankan konvensional, Struktur organisasi fullbranch dapat dilihat pada bagan

dibawah ini -

f
DIVIST
TREASURY

| | ]
DIVIST DIVIST SUMBER DIVISI UNIT DIVISI
KREDIT DAYA MANUSIA USAHA SYARIAN LAINNY A

' T l | Ill‘—l

KANTOR KANTOR KANTOR KANTOR KANTOR KANTOR
CABANG CABANG CABANG CABANG CABANG CABANG
KONVENSIONAL KONVENSIONAL KONVENSIONAL SYARIAH SYARIAN SYARIAH

Sumber : Laporan tahunan Bank Indonesia tahun 1998/1999 - hal.125

Dari sisi internal, pembukaan full branch oleh bank umum konvensional
akan membuka peluang untuk memperoleh pendapatan bary dari segmen pasar
yang selama ini belum atau tidak tersentuh. Segmen pasar tersebut meliputi

sebagian dari masyarakat muslim yang meyakini bahwa suky bunga yang
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ditawarkan oleh bank konvensional adalah riba. Dari sisi eksternal, pembukaan
Jull branch akan menempatkan bank sebagai lembaga keuangan yang mampu
menyediakan jasa dua/ banking system kepada masyarakat. Dengan segmentasi
pasar yang spesifik terscbut, pengelolaan bank syariah memerlukan keselarasan
antara pendakatan usaha yang menghasilkan keuntungan dengan pelaksanaan
syariah.

Meskipun mekanisme Jullbranch hampir menyerupai mekanisme windows
di Malaysia, secara kelembagaan dan syariah kedua sistem tersebut memiliki
perbedaan yang cukup mendasar. Secara kelembagaan, Jull branch merupakan
kantor cabang dengan pembukuan yang terpisah dari transaksi konvensional yang
dilakukan oleh kantor pusat atau kantor cabang konvensional lainnya sehingga
pelayanan kepada nasabah akan lebih terarah guna menjamin kemurnian
pelaksanaan prinsip syariah . Adapun pada windows di Malaysia, kegiatan usaha
syariah dilakukan secara bersamaan dalam saty kantor cabang sehingga
menimbulkan resiko percampuran transaksi syariah dan konvensional vang dapat
mengurangi kepercayaan masyarakat pengguna jasa bank Syariah.

Adapun tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh bank konvensional yang
akan menerapkan mekanisme Jual banking System adalah:

A. Perizinan

Perizinan  inj memegang peranan yang penting dalam hal perubahan
kegiatan ban, karena hal itu merupakan salah saty bentuk kontrol dari Bank
Indonesia oleh karena itu izin merupakan hal yang mutlak harus dilakukan dalam
rangka rencana perubahan bank.

Maksudnya adalah bank yang akan menerapkan dual banki ng system harus
mengajukan izin pembukaan kantor cabang syariah ke Bank Indonesia yang
terdiri dari dua tahap vaitu

Tahap Pertama 1zin persetujuan Prinsip pembukaan Kantor cabang
Syariah Yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pembukaaan Kantor cabang
Syariah.

Permohonan persetujuan  prinsip ity harus  diajukan oleh Bank

konvensional yang akan membuka Kantor Cabang Syariah dengan menyebutkan
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secara definitif di kota mana Kantor Cabang Syariah itu akan didirikan sesuai
dengan rencana kerja tahunan bank yang bersangkutan. Kepada Dewan Gubernur
Bank Indonesia pusat atau kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia Up.
Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan Kantor Bank Indonesia bagi bank
yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia.

Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip untuk pembukaan
kantor cabang syariah vang baru diajukan oleh bank yang bersangkutan kepada
Dewan Gubernur Bank Indonesia dengan melampirkan/menyertakan:

I Laporan keuangan gabungan dan rincian Kualita Aktiva Produktif dua
bulan terakhir dengan format sesuai ketentuan tentang laporan keuangan
publikasi yang berlakuy

2. Rencana persiapan oprasional dalam rangka pembukaan kantor Cabang

svariah

d

Rancangan perubahan anggaran dasar yang secara legas mencantumkan
bahwa bank melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah serta
penempatan dan tugas-tugas Dewan Pengawas Syariah
4. Rencana susunan dan struktur organisasi serta personalia
5. Rencana kerja tahun pertama yang berisi:
a. studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi yang
berkaitan dengan perbankan syariah;
b. rencana kegiatan usaha yang menckup penghimpunan dan penyaluran
dana;
€. proyeksi laporan keuangan dan proyeksi arus kas bulanan selamal?
(dua belas) bulan yang dimulai sejak bank akan melakukan kegiatan
usaha berdasarkan prinsi p syariah.
6. dokumen mengenai identitas calon pemimpin Kantor Cabang syariah
berikut bukti pengalaman dan surat keterangan yang dipersyaratkan.
7. Dokumen mengenai identitas calon Dewan Pengawas Syaraiah berikut
bukti pengalaman dan surat keterangan yang dipersyaratkan.
8. Dokumen mengenai identitas pemimpim Unit Usaha Syariah berikut bukti

pengalaman dan surat keterangan yang dipersyaratkan.
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9. Bukti setoran modal kerja dalam rangka penyisihan modal kerja

10. Hasil studi kelayakan tentang tingkat persaingan yang sehat antar bank
yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah dan tingkat
kejenuhan jumlah bank yang melakukan keguatan usaha berdasarkan

prinsip syariah.(SE BI No. 3/8/DPNP Tanggal 16 maret 2001 lampiran 30)

Atas permohonan persetujuan prinsip oleh bank konvensional yang akan
membuka kantor cabang syariah Bank Indonesia melakukan -

a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen;dan
b. analisis yang mencakup antara lain kemampuan bank termasuk tingkat
kesehatan, tingkat persaingan yang sehat antar bank yang melakukan
kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, tingkat kejenuhan Jumlah bank
yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan peluang
pasar.
Apabila diperlukan Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan untuk meneliti
Persiapan pembukaan kantor dan kebenaran dokumen yang disampaikan.
Persetujuan atau penolakan atas permohonan  persetujuan prinsip diberikan
selambat-lambatnya 30 (tiga Puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima
secara lengkap.

Masa berlakunya izin prinsip untuk mengadakan persiapan pembukaan
kantor cabang berlaku untuk Jangka waktu 180 (seratus Delapan puluh) hari. Bagi
bank yang sudah mendapatkan persetujuan prinsip untuk persiapan pembukaan
kantor cabang syariah dilarang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip
syariah sebelum mendapat izin pembukaan kantor cabang syariah. Demikian juga
atas pemberian batas waktu 180 hari semenjak izin prinsip dikeluarkan dan bank
yang bersangkutan belum mengajukan permohonan izin pembukaan kantoer
cabang syariah Dewan Gubernur Bank Idonesia membatalkan persetujuan prinsip
yang telah dikeluarkan.

lahap kedua 1zin pembukaan kantor cabang syariah yaitu izin untuk
melakukan kegiatan usaha Kantor Cabang syariah.

Izin pembukaan kantor cabang syariah diajukan oleh Bank umum konvensional

yang bersangkutan dengan menyebutkan dikota mana kantor cabang syariah ity
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akan dibuka  berdasarkan persetujuan  prinsip yang telah disetujui dewan
Gubernur Bank Indonesia dengan disertai dengan dokumen-dokumen -

1. Perubahan anggaran dasar yang secara tegas mencantumkan bahwa bank

melakukan kegiatan usaha Berdasarkan prinsip Syariah serta penempatan

dan tugas Dewan Pengawas Syariah yang telah disahkan oleh instansi

yang berwenang

[

Bukti kesiapan operasional berupa:

a. daftar saran dan prasarana

b. contoh formulir/warkat yang akan digunakan untuk opeasional bank
€. nomor pokok wajib pajak dan tanda daftar perusahaan.

fencana susunan struktur organisasi serta personalia

Rencana kerja (husiness plan) tahun pertama

Rencana startegis jangka menengah dan panjang (¢ ‘orporate plan)

S s w

Pedoman manjemen resiko, rencana sistem pengendalian intern rencana
sistem teknologi informasi yang digunakan dan skala kewenangan
7. Sistem dan prosedur kerja mengenai kegiatan usaha berdasarkan prinsip
svariah '
8. Realisasi penyelesaian seluruh hak dan kewajiban kantor bank terhadap
nasabah yang tidak besedia menjadi nasabah kantor Cabang syariah.( SE

BI Nomor 3/8/DPNP lampiran 31)

Persetujuan atau penolakan atas permohonan 1zin pembukaan kantor
cabang syariah diberikan selambat-lambatnya 30 hari setelah  dokumen
permohonan diterima secara lengkap. Bank yang telah memperoleh izin untuk
pembukaan kantor cabang syariah dalam masa 30 hari setelah izin tentang
pembukaan kantor cabang syariah disetujui sudah harus (Wajib) melakukan
kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, setelah itu 10 hari setelah tanggal
pembukaan bank yang bersangkutan sudah harus melaporkan kepada Bank
Indonesia tentang  pelaksanaan pembukaan  kantor cabang  syariah,
Konsekwensinya apabila dalam masa itu bank belum melakukan kegiatan usaha
berdasarkan prinsip Syariah maka Bank Indonesia akan membatalkan izin

pembukaan tersebut.
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Bagi kantor cabang syariah yang berasal dari pembukaan dengan cara
Mengubah kegiatan usaha kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara
konvensional menjadi kantor cabang syariah atau meningkatkan status dari kantor
dibawah kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional
menjadi kantor cabang syariah proses Pengajuan izinnya sama. Baik dalam hal
izin prinsip persiapan pengubahan kegiatan usaha atau dalam hal izin pengubahan
kegiatan usahanya menjadi kantor cabang syariah sama dengan cara membuka
kantor cabang syariah bary @api yang membedakan adalah dokumen yang
disampaikan.

Tahap pertama permohonan persetujuan prinsip pembukaan kantor cabang
syariah dengan cara mengubah kegiatan usaha kantor cabang yang melakukan
kegiatan usaha secara konvensional menjadi menjadi kantor cabang syariah dan
atau meningkatkan status kantor dibawah kantor cabang yang melakukan kegiatan
usaha secara konvensional menjadi kantor cabang syariah dokumen yang harus
disertakan adalah '

I. Laporan keuangan gabungan dan rincian Kualitas Aktifa Produktif 2 (dua)
bulan terakhir dengan format sesuai ketentuan tentang laporan keuangan
publikasi yang lgerlaku.

2. Rencana persiapan operasional.

3. Rancangan perubahan anggaran dasar yang secara tegas mencantumkan
bahwa Bank melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah.

4. Rencana susunan dan struktur organisasi serta personalia.

5. Rencana kerja tahun pertama yang berisi-

a. studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi yang
berkaitan dengan perbankan syariah:

b. rencana kegiatan usaha yang mencakup penghimpunan dan penyaluran
dana;

C. proyeksi laporan keuangan dan arus kas bulanan selama 12 (duabelas)
bulan yang dimulai sejak bank akan melakukan Kegiatan usaha
berdasarkan prinsip syariah.

6. Bukti setoran modal kerja dalam rangka penyisihan modal kerja.
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7. Dokumen mengenai identitas calon pemimpin Kantor Cabang Syariah berikut
bukti pengalaman dan surat keterangan yang dipersyaratkan.

8. Dokumen mengenai identitas pemimpin Unit Usaha Syariah dan Dewan
Pengawas Syariah.

9. Hasil Studi kelayakan tentang tingkat persaingan yang sehat antar bank yang
melakukan  Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan tingkat
Kejenuhan Bank yang melakukan usaha berdasarkan prinsip Syariah.

10. Rencana penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank terhadap nasabah yang

tidak bersedia menjadi nasabah bank berdasarkan prinsip syariah.

lahap  kedua  izin permohonan  prinsip perubahan kegiata usaha dan
peningkatan Status kantor dibawah kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha
secara konvensional menjadi kantor cabang syariah diberikan, maka bank yang
bersangkutan harus menyampaikan Surat permohonan pembukaan kantor cabang
syariah kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia.

Adapun dokumen yang wajib disertakan dalam hal  permohonan
pembukaan Kantor Cabang syariah dengan cara mengubah kegiatan usaha Kantor
cabang konvensional atay peningkatan Status kantor dibawah kantor cabang
konvensional menjadi kantor cabang syariah adalah:

I. Perubahan anggaran dasar yang secara tegas mencantumkan bahwa bank
melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah serta penempatan dan
tugas Dewan Pengawas Syariah yang telah disahkan oleh instansi berwenang

2. Bukti kesiapan operasional berupa:

a. daftar sarana dan prasarana pendukung:

b. contoh formulir/warkat yang akan digunakan

. sistem dan prosedur tertulis mengenai kegiatan usaha berdasarkan prinsip
Syariah.

3. susunan dan struktur organisasi dan personalia

4. rencana kerja tahun pertama yang berisi:

a. Studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi yang

berkaitan dengan perbankan syariah;
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b. Rencana kegiatan usaha yang  mencakup penghimpunan  dan
penyaluran dana-
¢. Proyeksi laporan keuangan dan arus kas bulanan selama 12 (dua belas)
bulan yang dimulaj scjak bank akan melakukan  kegiatan usaha
berdasarkan prinsip syariah.
5. Rencana Strategis jangka menengah dan panjang (corporate plan)
6. Pedoman manajemen resiko, rencana sistem pengendalian intern, rencana
sistem tekonologi informasj yang digunakan dan skala kewenangan
7. Sistem dan prosedur kerja mengenai kegiatan usaha berdasarkan prinsip
Syariah
8. Laporan realisas; penyelesaian seluruh hak dan kewajiban kantor bank
terhadap nasabah vang tidak bersedia menjadi nasabah Kantor Cabang
Syariah.
Baru setelah izin persetujuan prinsip dan izin pembukaan kantor cabang
Syariah bank itu diberikan oleh Bank Indonesia maka bank konvensiona] yang

bersangkutan dapat membuka sccara resmi kantor cabang syariah.

B. Pembentukan Unit Usaha Syariah

Bagi Bank konvensional yang akan menerapkan mekanisme ual banking
system (membuka Kantor Cabang Syariah) wajib membentuk Unit Usaha Syariah
di kantor pusat Bank
Unit Usaha Syariah adalah merupakan Unit kerja dikantor pusat bank yang

berfungsi sebagai kantor induk darj Kantor Cabang Syariah.

Tugas Unit Usaha Syariah adalah :
4. mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan Kantor Cabang Syariah

€. menerima dan menata usahakan laporan keuangan dari Kantor Cabang Syariah

d. melakukan kegiatan lain sebagai Kantor Induk dari Kantor Cabang Syariah
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D. Kewajiban bagi bank konvensional yang membuka Kantor Cabang
Syariah.
Bagi Bank konvensional ang membuka Kantor Cabang Syariah wajib:
1. menyediakan modal kerja sekurang-kuranganya
a. Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk setiap Kantor Cabang
Syariah Yang berkedudukan diwilayah Jabotabek
b.  Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap Kantor Cabang
Syariah yang berkedudukan diluar wilayah Jabotabek.
2. Kantor bank yang telah mendapat Izin Pembukaan kantor Cabang Syariah
wajib mencantumkan kata “Kantor Cabang Syariah” pada setiap penulisan nama
Kantornya.. |
3. Kantor Bank yang telah mendapat izin Pembukaan Kantor Cabang Syariah
dilarang untuk mengubah kegiatan Kantor Cabang Syariah menjadi kantor cabang
yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional. Pelanggaran atas aturan ini

dapat dikenai sanksi berupa pencabutan izin pembukaan Kantor Cabang Syariah.

3.2 Faktor-faktor Yang Menghambat Mekanisme Dual Banking System
dalam Pengembangan Perbankan Syariah

Mekanisme  dual banking system adalah salah satu cara untuk
mengembangkan perbankan syariah, dan permasalahan pengembangan itu bukan
tidak mungkin tanpa kendala,

Hal ini bukanlah suatu hal yang mengada ada terbukti dari data terakhir
(laporan tahunan Bank Indonesia) tahun 2000 disebutkan Bahwa: Pada akhir
tahun 2000, pangsa pasar bank Syariah masih sangat kecil yaitu hanya sebesar Rp.
1,17 triliun atau 0,2% dari total aset perbankan, sehingga kemampuan melakukan
penetrasi pasar sangat terbatas. Hal tersebut antara lain disebabkan adanya
keterbatasan jumlah bank dan Jaringan, sumber daya manusia yang memahami
Prinsip Syariah Maupun pemahaman masyarakat terhadap Bank Syariah.

Sejak diberlakukannya Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang

perbankan yang memberikan peluang didirikannya bank syariah, perkembangan
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bank syariah dipandang dari sisi Jumlah jaringan kantor dan volume kegiatan
usaha masih belum mem uaskan.(Syafi’l Antonio, 1999 :243)

Upaya mendorong pengembangan Bank  syariah dilaksanakan dengan
memperhatikan bahwa masyarakat muslim Indonesia pada saat ini sangat
menantikan suatu sistem perbankan syariah yang sehat dan terpercaya untuk
mengakomodasi kebutuhan mereka terhadap layanan Jasa perbankan yang sesuai
dengan prinsip syariah. Pengembangan perbankan syariah juga ditujukan untuk
meningkatkan mobilisasi dana masyarakat yang selama ini belum terlayani oleh
sistem perbankan konvensional, Sejalan  dengan upaya-upaya restrukturisasi
perbankan, pengembangan bank syariah merupakan suatuy altenatif sistem
pelayanan jasa bank denga berbagai kelebihan yang dimilikinya.

Dengan diberlakukannya undang-uﬁdang nomor 10 tahun 1998 tentang
perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, perbankan
syariah telah mendapatkan kesempatan yang lebih luas untuk menyelenggarakan
kegiatan usaha, termasuk pemberian  kesempatan kepada bank umum
konvensional untuk membuka kantor cabang yang khusus melaksanakan kegiatan
berdasarkan prinsip syariah (dual banking system). Pemberian kesempatan
pembukaan kantor cabang syariah ini adalah sebagai upaya meningkatkan
perbankan syariah yang tentunya akan dilakukan bersamaan dengan upaya
pemberdayaan perbankan syariah. Upaya tersebut diharapakan akan mendorong
perluasan  jaringan kantor, pengembangan  pasar uang antar bank syariah,
peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan kinerja bank syariah yang pada
intinya akan menunjang pembentukan landasan perekonomian rakyat yang lebih
kuat dan tangguh.

Tantangan dan permasalahan  yang dihadapi dalam pengembangan
perbankan syariah banyak sekali, terutama berkaitan dengan penerapan suatu
sistem perbankan yang baru. Suaty sistem yang mempunyai sejumlah perbedaan
prinsip dengan sistem yang dominan dan telah bekembang pesat di Indonesia.
Berikut ini dikemukakan beberapa kendala yang muncul sehubungan dengan

pengembangan perbankan syariah,
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1. Pemahaman masyarakat yang belum lepat terhadap kegiatan operasional
Bank Syariah.

Dalam tahap awal pengembangan , dapat dimaklumi bahwa pada saat ini
pemahaman sebagian besar mayarakat mengenai sistem dan prinsip perbankan
syariah masih belum lepat. Pada dasarnya sistem ckonomi Islam telah Jelas, yaitu
melarang mempraktekkan riba serta akumulasi kekayanan hanya pada pihak
tertentu secara tidak adil Namun, secara praktis bentuk produk dan Jasa
pelayanan, prinsip-prinsip dasar hubungan antara bank dengan nasabah serta cara-
cara berusaha yang halal dalam bank syariah masih sangat perlu disosialisasikan

secara luas.

informasi vang lengkap dan benar mengenai kegiatan usaha perbankan syariah
kepada masyarakat, baik ity pengusaha , kalangan perbankan, maupun masyarakat
lainnya. Sesuai kapasitasnya Sebagai otoritas pembinaan dan pengawasan bank
.Bank Indonesia dapat berperan menjadi nara sumber kegiatan bank Syariah. Agar
Upaya sosialisasi dapat terlaksana denga baik, maka diperlukan kerjasama dengan
lembaga-lembaga lain seperti Perguruan tinggi, para ulama, dewan dakwah,
asosiasi, media massa cetak maupun elektronik atau ]embaga-lembaga lainnya
yang memiliki kemampuan dan akses yang besar dalam penyebarluasan informas;j

terhadap masyarakat.

Keengganan tersebut antara lain disebabkan oleh kekhawatiran hilangnya
kesempatan mendapatkan penghasilan tetap berupa bunga dari simpanan. Oleh
karena itu secara umum perlu diinformasikan bahwa penempatan dana pada bank

syariah juga dapat memberikan keuntungan finansial yang kompetitif, Disamping
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2. Peraturan perbankan yang berlaku belum sepenuhnya mengakomodasi
operasional bank syariah

Adanya scjumlah perbedaan dalam pelaksanaan operasional bank syariah
dengan bank konvensional maka merupakan suatu tantangan tersendiri bagi
otoritas perbankan untuk menyelasaikan permasalahan itu.

Adapun upaya yang dapat dilakukan adalah dengan penyesuaian perangkat
dasar Undang-undang bank Sentral, Undang-undang perbankan, dan penyusunan
perangkat-perangkat ketentuan pendukung kegiatan operasional bank syariah.
Kclcntuamketbentuan perbankan tersebut perlu disesuaikan agar memenuhi
ketentuan syariah sehingga bank syariah dapat beroperasi secara efektif dan
efisien. Ketentuan ketentuan tersebut antara lain -

a. Instrumen untuk mengatasi masalah likuiditas.
[nstrumen ini kaitannya mengenai hubungan antar bank syariah.

b. Instrumen moneter yang sesual dengan prinsip syariah untuk keperluan
pelaksanaan bank sentral

¢. Standard Akuntansi, audit dan pelaporan yang selama ini masih mengunakan
ketentuan yang digunakan oleh bank umum konvensional.

d. Ketentuan yang mengatur tentang prinsip kehati-hatian dan sebagainya

Ketentuan-ketentuan tersebut sangat diperlukan agar perbankan syariah menjadi

clemen dari sistem moneter yang dapat menjalankan fungsinya secara baik dan

mampu berkembang pesat bersaing dengan bank konvensional,

3. Jaringan kantor bank syariah yang belum luas

Pengembangan jaringan kantor bank syariah diperlukan dalam rangka
perluasan jangkauan pelayanan kepada masyarakat. Pengembangan jaringan
kantor perbankan syariah terutama ditujukan untuk menyediakan akses yang lebih
luas kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan jasa bank syariah. Selain
itu dengan semakin berkembangnya jaringan bank syariah akan mendukung
pembentukan pasar uang antar bank syariah yang sangat penting dalam

mekanisme operasional perbankan syariah sehingga dapat berkembang secara

sehat.
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Pengembangan Jaringan perbankan syariah dilakukan melalui cara-

a. Peningkatan kualitas bank umum syariah yang telah beroperasi.

b. Perubahan kegiatan usaha bank konvensional (total convertion) yang memiliki
kondisi usaha yang baik dan berminat untuk melakukan kegiatan usaha bank
berdasarkan prinsip syariah.

¢. Pembukaan kantor cabang Syariah (ful/ branch) bagi bank konvensional yang
memiliki kondisi usaha vang baik dan berminat untuk melakukan kegiatan
usaha bank berdasarkan prinsip syariah. Pembukaan kantor cabang dapat
dilakukan dengan cara vaitu :

(1) Pembukaan kantor cabang dengan mendirikan kantor cabang baru.

(2) Perubahan kantor cabang yang ada ( konvensional) menjadi kantor cabang

syariah

(3) Peningkatan status kantor cabang pembanty menjadi  kantor cabang

svariah.

Jumlah kantor bank syariah yang terbatas Juga menghambat perkembangan
kerja sama antar bank syariah. Kerja sama yang sangat diperlukan antara lain
berkenaan dengan penempatan dana antar bank dalam hal mengatasi masalah
likuiditas. Sebagai badan usaha, bank syariah perlu beroperasi dengan skala yang
ekonomis, karenanya jumlah Jjaringan kantor bank yang luas juga akan
meningkatkan efisiensi usaha. Berkembangnya Jjaringan bank syariah juga
diharapkan dapat meningkatkan kompetisi ke arah peningkatan kualitas pelayanan

dan mendorong inovasi produk dan jasa perbankan syariah.

4. Sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam bank syariah masih
sedikit
Kendala di bidang sumber daya manusia dalam pengembangan perbankan
syariah disebabkan karena sistem ini masih belum lama di kembangkan. Selain ity
bagi sesorang yang akan yang akan terjun dalam dunia perbankan syariah harus
memiliki  dua pengetahuan  sekaligus vaitu  pengetahuan tentang  bank
konvensional dan pengetahuan tentang prinsip syariah yang berdasarkan syariah

Islam. Kendala lain adalah masih sangat terbatasnya lembaga-lembaga akademik
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dan pelatihan dibidang ini sehingga tenaga terdidik dan berpengalaman dibidang
perbankan syariah, baik dari sisi bank pelaksana maupun dari bank sentral
(pengawas dan peneliti bank) masih sangat sedikit.

Pengembangan sumber daya manusia di bidang perbankan syariah sangat
perlu karena keberhasilan pengembangan bank syariah pada level mikro sangat
ditentukan oleh kualitas manajemen dan tingkat pengetahuan serta ketrampilan
pengelola bank. Sumber daya manusia dalam perbankan syariah harus memiliki
pengetahuan yang luas dibidang perbankan, memahami implementasi prinsip-
prinsip syariah dalam prakiek perbankan, serta mempunyai komitmen kuat untuk
menerapkannya secara konsisten.

Dalam hal pengembangan bank syariah dengan cara mengkonversi bank
konvensional menjadi bank syariah atau membuka kantor cabang syariah oleh
bank umum konvensional, permasalahan ini menjadi lebih penting karena
diperlukan suatu perubahan pola pikir dari sistem usaha bank yang beroperasi
secara konvensional ke bank yang beroperasi dengan prinsip syariah.

Berbagai kendala diatas itulah yang menghambat perkembangan
perbankan syariah menjadi lambat dan kalangan perbankan konvensional menjadi
wail and see untuk menerapkan mekanisme dual banking system meskipun hal itu

telah diakomodir oleh undang-undang perbankan.
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IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat dikemukakan kesim pulan
sebagai berikut :

1. Pelaksanaan dual banking system yang dilakukan di lembaga perbankan
mempunyai arti : suatu badan hukum perbankan yang memiliki dua sistem
operasi sekaligus yaitu sistem konvensional dan syariah, namun dalam
pengelolaan dan keduanya harus dipisahkan. Mekanismenvya dilakukan dengan
cara pembukaan kantor cabang syariah sebagaimana diatur dalam pasal 6
huruf m Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas
undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Pembukaan kantor
cabang syariah itu dilakukan dengan cara pembukaan kantor cabang baru,
pengubahan kegiatan usaha kantor cabang konvensional menjadi kantor
cabang syariah, peningkatan status kantor dibawah kantor cabang menjadi

kantor cabang syariah.

2. Faktor-faktor yang menghambat penerapan dual banking system dalam rangka
pengembangan perbankan syariah ada dua vaitu faktor intern dan cksteren.
Faktor intern berupa adanya peraturan perbankan yang belum sepenuhnya
mengakomodasi operasional bank syariah, Sumber daya manusia vang
memiliki keahlian dibidang bank syariah yang masih sedikit, Faktor eksteren
berupa adanya pemahaman masyarakat yang belum tepat terhadap kegiatan

operasional bank syariah, Jaringan kantor bank syariah yang belum luas.

37
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4.2 Saran

1.

Adanya kesempatan yang diberikan kepada bank umum konvensional untuk
menerapkan sistem syariah dengan mekanisme pembukaan kantor cabang (full
branch) maka diharapkan kepada kalangan perbankan untuk mampu merespon
dan memanfaatkan kesempatan itu, Disamping itu otoritas pembuat peraturan
perbankan harus segera membuat peraturan  yang lengkap tentang
operasionalisasi perbankan syariah agar bank-bank syariah dapat beroperasi
Secara murni berdasarkan prinsip syariah.

Masalah dual banking system ini bukanlah cuma masalah pembukaan kantor
cabang syariah oleh bank umum konvensional tetapi Juga maslah bagaimana
pengembangan bank syaraiah itu di kembangkan.Dengan adanya beberapa
kendala yang muncul dalam pengembangn bank syariah maka diharapkan
political Will dari pemerintah untuk senantiasa menyediakan lingkungan yang
kondusif bagi perkembangan bank syariah. Dilain sisi peranan kalangan
perbankan Baik itu Bank Indonesia selaku otoritas pengawasan dan
pembinaan perbankan juga kalangan perbankan umumnya untuk mampu
merespon isu positif ini. Bank Indonesia diharapkan mampu menjadi nara
sumber dalam pengembangan perbankan syariah dengan segala kebijakannya
Tidak kalah pentingnya peranan ulama, cendikiawan dan kalangan media
cetak dan elektronik untuk dapat memberikan informasi vang lebih intensif

mengenai Bank Svariah.
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‘01 JAN 31 4 44

PERATURAN BANK INDONES]TA
NOMOR : 2/ " 27 /PBI/2000
TENTANG
BANK UMUM

Jember

GUBERNUR BANK INDONESIA,

Iversitas

Menimbang : a. bahwa dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional
yang mengalami perubahan yang cepat dan tantangan yang
semakin  berat, serta terintegrasi dengan perekonomian

_.Ennﬁmmosm_.wm:m terus  berkembang, diperlukan perbankan
nasional yang tangguh;

Un

itory

[=x

- bahwa untuk lebih :._asn_omozm terciptanya perbankan nasional
yang -tangguh dan efisien, diperlukan pengaturan  kegiatan

lembaga bank yang  komprchensif, Jelas, dan memberikan
kepastian hukum

'

%

bahwa sejalan dengan perkembangan dunia perbankan yang
dinamis dan tuntutan masyarakat akan sistem perbankan vang
schat maka dipandang perlu uniuk melakukan penyesuiaian
terhadap pengaturan kelembagaan bank:

| Repos

igita

d. bahwa schubungan ~ dengan ity dipandang  perlu  untuk
menyempurnakan  ketentuan tentang Bank  Umum  dalam
Peraturan Bank Indonesia:

D

Mengingat : |, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 lentang - Perbankan
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3472)-scbagaimana telal diubah dengan Undang-
undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998
Namor 182, Tambahay Lembaran Nepara Nomor: 3790);

=

2. Unda g-uncking Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

(Lembaran Negara Tahag 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negiara Nomor &3

IANK INDONESIA

o

MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG BANK UviuM

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal |
Dalam Peraturan Bank Indonesia inj Yang dimaksud dengan:

I. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal | angka 3
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telal

diubah dengan Cnaumm-c:au:m Nomor 10 Tahun 1998, yang melakukan
kegiatan usaha secara konvensional;’

2. Kantor Cabang adatah kantor Bank yang secara langsung bertanggung jawab

kepada kantor pusat Bank yang bersangkutan. dengan alamat tempat usaha
yang jelas dimana Kantor Cabang tersebut melakukan usahanya:

Kantor Cabang Pembantu atay Kantor Kas adalah kantor di bawah Kantor
Cabang yang Kegiatan usahanva membante Kantor Cabang induknya:

4. Kegiatan Kas di fuar Kantor Bank adalah Kegiatan pelayanan kas terlzaclap

pihak yang telah menjadi nasabah Bank, meliputi antara lain-:

a. Kas Mobil atau Kas Terapung yaity Kegiatan kas dengan menggunakas ala
transportasi darat atay air:

b. Paymen Point yaitu kegiatan pelayanan pembayaran melalyj Kerjasama
antara Bank dengan pihak lain yang merupakan nisabah Bapk:

¢ Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yaitu kesiatan kas yang dilakukan seear
clektronis unuk memudahkan nasabah, angaes lain dalam rangka mersarik
H menyetor  sceeara ai.atau melakukan _F._:::‘.,..:..._: m

penindahbukiag, () memperoleh  inlormssi mengenai saldofingiasi
rekening o
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&

Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah adalah kegiatan usaha perbankan
yang dilakukan berdasarkan Prinsip Syarjah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal | angka 13 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
sebagaimana telah diubah dengan C:au:m.-c:amsm Nomor 10 Tahun 1998:

Prinsip Syariah adalah prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal |
angka |3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 lentang  Perbankan
sebagaimana telah diubal dengan C:amzm-zsamzm Nomor 10 Tahun 1998;

Kantor Cabang Syariah adalah Kantor Cabang Bank Yang melakukan Kegiatan
Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah;

Dewan Syariah Nasional adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama
Indonesia yang bertugas dan memilik; kewenangan untuk memastikan

kesesuaian antara produk, jasa, dan kegiatan usaha bank dengan Prinsip
Syariah;

Dewan Pengawas Syariah adalah dewan Yang bersifat independen, vang
dibentuk oleh Dewan Syariah Nasional dan ditempatkan pada Bank yang
melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, dengan tugas yang
diatur oleh Dewan Syariah Nasional;

10. Direksj:

bagi Bank berbentuk  hukum Perseroan Terbatas  adalan direksi
scbagaimana dimaksud dalam Pasal | angka 4 C_z._m:ma::au:m Nomor |
Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas:

bagi  Bank berbentuk  hukum Perusahaan  Daeraly adalah direksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal || C:E.:w-::a::m Nomor 5 Tuhun
1962 tentang Perusahaan Dacrah;

bagi Bank berbentuk hukum  Koperasi adalah pengurus  scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 C_En_sm-:.am___m Nomor 25 Tahun 1992 lentang
Perkoperasian:

I Komisaris:

il,

bagi Bank berbentuk  fiakup, Perseroan Terbags
sehagainina dimksyd d;
Talun 1993 lentang Persero;

adalal komisarig
L-undang Nomar |

\NK INDONESIA

b. bagi Bank berbentuk  hukum Perusahaan Daerap adalah
c. bagi Bank berbentuk  hukup, Koperasi adalas

12. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang mempunyaj

wowmmxm:mmz onnqmu_.oam_me._xmn:m bertanggungjawal langsung kepada
Direksi;

pengawas
sebagaimana dimaksud dajam Pasal' 19 C:%nm.::uu:m Nomor § Tahun
1962 tentang Perusahaap Daerah;

@ Pengawas  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38 Undang-undano Nomer 25 Tahun 1992 tentang
Wn}ownama:h

pengaruh terhadap

C.wo_unmm:m mm?.__swnzwgam: adalah badan hukum dan atau perorangan dan
atau kelompok usaha yang

. memiliki saham Bank sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebip

dari jumlah saham yang dikeluarkan Bank dan mempunyaj hak suara; atau

memiliki saham Bank kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus) darj
Jjumlah saham Yang dikeluarkan Bank dan mempunyai hak suara namun

dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian Bank bajl secara langsung
maupun tidak langsung.

Fasal 2

Bentuk hukum suaqy Bank dapat berupa:
a. Perscroan ._.n%.._sm“
b. Koperasi: atay

c. Perusahaan Dacrah.
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PERIZINAN
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Bagian Pertama

Pendirian Bank

Iversitas

Pasal 3

(1) Bank hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha
Gubernur Bank Indonesia.

dengan izin Dewan

Un

(2) Pemberian izin sebagaima

na dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam dua
tahap:

itory

a. persetujuan prinsip,

yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian
Bank; dan

b. izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha Bank
setelah persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a selesai dilakukan,

N\

| Repos

Pasal 4

Modal disctor untuk mendirikan . Bank ditetapkan mn_ﬁ_a:m-r.:a:mas scbesar
m_uu.ooo.ooo.ooo.ooo.oo (tiga triliun rupiah).

igita

D

) Pasal 5

(1) Bank hanya dapat didirikan oleh:
i. warga negara Indonesia dan atay badan hukum Indonesia; atay
b warga negara Indonesia dan atay b

adan hukum Indones;
fegara asing dan atau badan hukum

i dengan wirga
asmg secara kemitraan,

(2) Kepemilikan yang berasal dari warga negara
¥ asing sebagaimana dimaksud dalam ay;
99% (sembilan puluh

ing dan atay backan hukum
i () hurul b ,f.n:.:mmh.-__.:mm:;w... sebesar
sembilan perseratus) dari mocal disetor Bank,

IK INDONESIA

Bagian Kedua

Persetujuan Prinsip dan Izin Usaha

Pasal 6

(1) Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diajukan sekurang-kurangnya oleh salah satu

calon pemilik kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia dan wajib disertai
dengan: .

a. rancangan akta pendirian badan hukum, termasuk rancangan anggaran
dasar yang sekurang-kurangnya memuat:

1. nama dan tempat Kedudukan;

2. kegiatan usaha sebagai Bank; :

3. permodalan; =

4. kepemilikan;

3. wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan dewan Komisaris serta
Direksi;

b. data kepemilikan berupa: :

I. daftar calon pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing
kepemilikan saham bagi Bank yang berbentuk hukum Perscroan
Terbatas/Perusahaan Daeraly;

2. daflar calon anggola berikut rincian Jumlaly simpanan pokok dan

simpanan wajib, serta dafiar hibah bagi Bank yang berbentuk hukum
Koperasi;

¢.daftac calon anggota dewan Komisaris dan -anggota Dircksi, disertai
dengan:

I. pus foto | (satw) bulan terakhir ukuran 4 N6 em:
2. fotokopi tanda pengenal berupa Karty Tanda Penduduk (KTP) atau
paspor;

-

J. riwayat hidup;
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4. surat pemyataan pribadi yang menyatakan tidak pernah melakukan
tindakan tercela dj bidang perbankan, keuangan, dan usaha lainnya,
tidak pemah dihukum karena terbuktj melakukan tindal pidana
kejahatan, dan tidak sedang dalam masa pengenaan sanksi untuk
dilarang menjadi pengurus bank dan atau Bank Perkreditan Rakyat
sebagaimana diatur dalam ketentuan Penilajan Kemampuan dan
Kepatutan (it and Proper Test) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

sural pemyataan pribadi Yang menyatakan bahwa yang bersangkutan
tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang
saham, anggota Direks; atau Komisaris yang dinyatakan bersalah
menyebabkan suaty Perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan
pengadilan dalam wakw 5 (lima) tahun sebelum tanggal pengajuan
permohonan; dan

L

i

surat  keterangan atau bukij tertulis dari Bank tempat  bekerja
sebelumnya mengenai pengalaman operasional - dj bidang perbankan
bagi calon anggota Direksi atau bagi calon anggota dewan Komisaris
yang telah berpengalaman;

d. rencana susunan dan struktur organisasi, serta personalia;

¢.rencana kerja (business plan) untuk tahun pertama  yang sekurang-
kurangnya memuar:

I. studi kelayakan mengenal peluang pasar dan potensi ekonomi;

2. rencana kegiatan usaha yang mencakup penghimpunan dan penyaluran
dana serta langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam
mewujudkan rencana dimaksud; dan

(o]

proyeksi neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas bulanan selama

12 (dua belas) bulan yang dimulai scjak Bank mclakukan kegiatan
operasional;

I- rencana strategis jangka menengah dan panjang (corporate plan);

& pedoman manajemen risiko, rencana sistem pengendalian intern,  rencang
sistem teknologi informasg; yang digunakan, dan sk

a Kewenangan;
h. sistem dan prosedur ke

BANK INDONESIA

1. bukti setoran modal sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) day
modal disetor minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dalam bentul
fotokopi bilyet deposito pada Bank dj Indonesia dan atas nama “Dewar
Gubemur Bank Indonesia qq. salah saty calon pemilik untuk pendirian Ban}
Yang bersangkutan”, dengan mencantumkan keterangan bahwa pencairanny:
hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dar Dewan
Gubernur Bank Indonesia; dan

J- surat pemyataan dari cajon pemegang saham bagi Bank yang berbentuk
hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daeral atau dari calon anggota bagi

Bank yang berbentuk hukum Koperasi, bahwa setoran modal sebagaimana
dimaksud dalam huruf -

I. tidak berasal dayi Pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentyk
apapun dari Bank dan atay pihak lain di Indonesia; dan atay

2. tidak berasal dari dan untuk twjuan pencucian uang (money laundering),

(2) Daftar calon Pemegang saham atau daftar calon anggota sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) huruf b:
a. dalam hal perorangan wajib dilampir; dengan: .

I. dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf ¢ angka 1, angka 2,
angka 3, dan angka 3:

2. sural pernyataan dari calon Pemegang Saham Pengendali yang menyata
kesediaan untuk mengatasi kesulitan permodalan maupun likuiditas yang
dihadapi Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya: dan

3. sural pernyataan pribadi  yang menyatakan tidak peral melakukan
tindakan tercela di bidang perbankan, keuangan, dan usaha lainnya, tidak
. pernah dihukum karena terbukj melakukan tindak pidana kejahatan, dan
tidak sedang dalam masit pengenaan sanksi  untuk dilarang menjadi
pemilik, pemilik dengan kepemilikan di atas 10% (scpuluh perscratus), dan
atau Pemcegang Saham Pengendali dari bank dun atau Bank Perkreditan
Rakyat scbagaimana diatur dalam ketentuan Penilaian Kemampuan dan
Kepatutan (Fit and Proper Tesr) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia:
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—
(<))

m b. dalam hal badan hukum wajib dilampiri dengan;

@ I. akta pendirian badan hukum, yang memuat anggaran dasar berjly

[ perubahan-perubahan Yang ftelah mendapa pengesahan dari instans;
) berwenang termasuk bagi badan hukum asing sesuaj dengan ketentuan
% i yang berlaku dj Negara asal badan hukum tersebut;

= 2. dokumen sebagaimana dimaksyd dalam ayat (1) huruf ¢ angka |
B sampai dengan angka 5 dari sefuruh dewan Komisarjs dan Direksi
) badan hukum yang cnqmn:m_h:_m_:
> 3. rekomendasi darj instansi berwenang di hegara asal bagi badap hukum

asing;

Un

4. dafiar pemegang saham berjky¢ rincian  besarnya masing-masing
kepemilikan saham bagi badan hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan
Daerah, atau daftar anggola berikut rincjan Jumlah simpanan pokok dan
simpanan wajib, serta daftar hibah bagi badan hukum Koperasi:

5. laporan keuangan badan hukum yang telap diaudit oleh akuntan publik

dengan posisi paling lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengajuan
permohonan persetujuan prinsip;

Itory

6. seluruh struktur kelompok usaha yang terkait dengan Bank dan badan

hukum pemilik Bank sampai dengan pemilik terakhir; dan

| Repos

7. surat pernyataan  dari r..__o: Pemegang  Saham Pengendali yang
menyatakan kesediaan untuk mengatasi Kesulitan permodalan maupun
likuiditas yang dihadapi Bank dalam menjalankan Kegiatan usahanya.

Digita

Pasal 7

(1 Persetujuan atay penolakan atas permohonan persclujuan prinsip sehagaiman;
dimaksud dalam Pasal 3 aya (2) hurut 3 diberikan .f.n_"_:___r.:.__..::c_.:_ca_ 60)
(enam puluh) hari setelah dokumen permohon ;

an diterima secir lengkap,
(2) Dakam rangka  memberikan persetujuan g
dimaksud dalam ayat (1), Bank Inclones

penol;
i melakukan:

S penclitian atas Kelengkapan dan kebenaray dokumen:

LHTTH]

n ..,..,.:.._m

NK INDONESIA

b. analisis Yang mencakup antara Jajp tingkat persaingan yang sehat antar

Bank, tingkat kejenuhan Jjumlah Bank, dap pemerataan pembarzunan
ekonomi nasional; dan

€. wawancara terhadap calon Pemegang Saham Pengendali, calon anszzota
dewan Komisaris, dan calon anggota Direks;.

(3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pihak-pihak vang
mengajukan permohonan pendirian Bank wajib melakukan presentasi kzoada
Bank Indonesia mengenai keseluruhan rencana pendirian Bank.

Pasal §

(1) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) beciaku

untuk jangka wakqy | (satu) tahun techitung sejak tanggal persetujuan priasip
. dikeluarkan,

(2) Pihak yang telah mendapat persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dilarang melakukan kegiatan usaha perbankan, sebelum mendapat
izin usaha,

'

(3) Apabila setelah Jangka waky sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pthak
yang telah mendapat persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam zvat
(2) belum mengajukan  permohonan izin usaha. Dewan Gubernur Bank
Indonesia membatalkan persetujuan prinsip vane telalh dikeluarkan.

Pasal 9

Permohonan unquk endapatkan izin usala sebagaimana dimaksud dalam Pasaj 3
ayal (2) hurul b diajukan olch pihak schagaimany dimaksud dalam asal & aya: (2)
kepada Dewan Guberngr Bank Indonesia dan v b dilampiri dengan:

akta pendirian bag;

oleh ipst:

vhukum, yang memuya anggaran dasar yang elaly J
si berwenang;

kepemilikan sehagaimang dimaksud dadam Pasal 6 ayat (1) hurul 1y
L-masing disertnj dengan dokumen sely;
cayal (2), dalam hal li perubahian:

- hiltar s

i dimaksud dalan

mn dewan Komisiris dan Direksi, disertai dene;
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1. contoh tanda tangan dan paraf:

2. identitas dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
hurufc, dalam hal terjadi perubahan;

A2

fotokopi Kartu Izin Menetap Sementara (KIMS) dan fotokopi surat izin
bekerja dari instansi berwenang, bagi warga negara asing:

1. untuk Direksi; dan atau

i. untuk anggota dewan Komisaris yang bermaksud menctap di
Indonesia;

d. dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal G ayat (1) huruf d, huruf e, huruf [,

(8

huruf g, dan huruf h, dalam hal terjadi perubahan;

bukti pelunasan modal disetor minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,
dalam bentuk fotokopi bilyet deposito pada Bank di Indonesia dan atas nama
“Dewan Gubermnur Bank Indonesia qq. salah satu pemilik Bank yang
bersangkutan™, dengan mencantumkan keterangan bahwa pencairannya hanya
dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Gubemnur
Bank Indonesia;

bukti kesiapan operasional sckurang-kurangnya berupa:

I daftar aktiva tetap dan inventaris;

2. bukti kepemilikan, penguasaan-atau perjanjian sewa gedung kantor:

3. foto gedung kantor dan tata letak ruangan;

4. contoh formulir/warkat yang akan digunakan untuk operasional Bank; dan
5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

surat pemyataan dari pemegang saham bagi Bank yang berbentuk hukum
Perscroan Terbatas/Perusahaan  Dacrah alau dari anggota bagi Bank yang
berbentuk hukum  Koperasi, bahwa pelunasan modal disetor scbagaimana
dimaksud dalam hurul e

I tidak berasal dar pinjaman atao Gasilits pembiayaan dalam bentuk

apapun dari Bank dan atau pibak Lain d; Indonesia; dan atau

(E%]

tiddak berasal dari dan untuk Iujusin pencucian wing (money laudering)

|
‘ANK INDONESIA

h. surat pemyataan tidak merangkap jabatan melebihi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) bagi anggota dewan Komisaris;

Surat pemyataan tidak merangkap Jjabatan mncmmmmzmm:m dimaksud dalam Pasa]
24 ayat (2) bagi anggota Direksi;

J. surat pemyataan dani anggota dewan Komisaris bahwa yang bersangkutan
tidak mempunyai hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
ayat (6);

k. surat pemyataan dari - anggota Direksi bahwa yang bersangkutan tidak
mempunyai hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat
(1); dan

l. surat permnyataan dari anggota Direksi bahwa yang bersangkutan baik secara
sendiri-sendiri maupun bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25%
(dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3).

Pasal 10

(n _._.n_.mnE._.cu: atau penolakan atas penmohonan izin usaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diberikan selambat-lambatnya 60
(enam puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.

(2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank Indonesia melakukan:
3. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan

b. wawancara terhadap Pemcgang  Saham Pengendali, anggota dewan
Komisaris, dan Dircksi dalam hal terdapat penggantian atas calon yang
diajukan sebelumnya.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

BANK INDONESIA

mber

Pasal 11

(1) Bank yang telah mendapat izin usaha dari Dewan Gubernur Bank Indonesia
wajib melakukan kegiatan usaha perbankan mm_mz&m?_uﬁwmgwﬂ 60 (enam
puluh) hari terhitung sejak tanggal izin usaha dikeluarkan,

C

(2) Pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib
dilaporkan oleh Direksi Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10
(sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan kegiatan operasional.

(3) Apabila setelah Jangka waktu sebagaimana dimaksud dala
belum melakukan kegiatan usaha, Dewan Gubemur
membatalkan izin usaha yang telah dikeluarkan.

versitas J

m ayat (1) Bank
wm.zw Indonesia

i

U

.

v Pasal 12

| | Bank yang telah s._o,_.amnﬂ izin usaha dari Dewan Gubemuy
mencantumkan secara jelas kata “Bank"

epository

r Bank Indonesia wajib
pada penulisan namanya.

' BAB I
KEPEMILIKAN DAN PERUBAHAN MODAL BANK

al R

. Pasal 13

(1) Kepemilikan Bank oleh badan hukum Indoncsia scbagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 ayat (1) selinggi-tingginya scbesar modal sendiri bersih badan
hukum yang bersangkutan

igit

D

" (2) Ketentuan modal sendiri bersih sebagaimana dimaksud d
dipenuhi pada saat badan hukum yang bersangkut
modal untuk pendirian Bank atay pada saat b
melakukan penambahan modal disctor Bank.

alamwayat (1) wajib
an melakukan penyetoran
adan hukum yang bersangkutan

" (2) Ketentuan modal sendiri bersih schagaimana dimaksud dalam

ANK INDONESIA

Pasal 11

(1) Bank yang telah mendapat izin usaha dari Dewan Gubernur Bank Indonesi:
wajib melakukan kegiatan usaha perbankan selambat-lambatnya 60 (enam
puluh) hari terhitung sejak tanggal izin usaha dikeluarkan,

(2) Pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib
dilaporkan oleh Direksi Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 1¢

(sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan kegiatan operasional.

(3) Apabila setelah Jjangka waktu sebagaimana dimaksud d
belum melakukan kegiatan usaha, Dewan Gubem
membatalkan izin usaha yang telah dikeluarkan,

alam ayat (1) Bank
ur Bank [ndonesia

Pasal 12

Bank yang telah mendapat izin usaha da
mencantumkan secara jelas kata “Bank”

i ri Dewan Gubemur Bank Indonesia wajib
, pada penulisan namanya.

' BABIII
KEPEMILIKAN DAN PERUBAHAN MODAL BANK

: Pasal 13

(1) Kepemilikan Bank oleh badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 ayat (1) setinggi-tingginya sebesar modal sendiri bersih badan
hukum yang bersangkutan.

ayat (1) wayib
dipenuhi pada saat badan hukum yang bersangkutan melakukan penyctoran
modal untuk pendirian Bank dlau pada saat badan hukum yang bersangkutan
melakukan penambahan modal disctor Bank. :
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Pasal 14
Sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan Bank dilarang;

a. berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun darj

Bank dan atau pihak lain dj Indonesia; dan atauy

b. berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (money laundering).

Pasal 15

(1) Yang dapat menjadi pemilik Bank adalaly pihak-pihak yang:

a. tidak termasuk dalam daftar orang-orang yang dilarang menjadi pemegang
saham dan atay pengurus bank dan atau Bank Perkreditan Rakyat sesuai
dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

b. menurut penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki integritas
yang baik.

(2) Pemilik Bank yang memiliki integritas yang baik sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) huruf b, antara lain adalah pihak-pihak yang:
a. memiliki akhlak dan moral yang baik;

b. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

‘e memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Bank

yang schat.

(3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemegang Saham

Pengendali wajib memenuhi persyaratan bahwa yang bersangkutan bersedia
untuk mengatasi kesulitan permodalan dan likuiditas yang dibadapi Bank
dalam menjalankan kegiatan usahanya,

Pasal 16

1ggantian dan atau penambahan pemilik Bank dan atay Pemegang Saham
Pengendali (unduk kepada tata cara penggantian dan g penambahan pemilik
Bank yang diawy dalam pera
merger, konsolidasi, dan akuisisi Bank serty mengenai pembelian saham bank
umun,

an perundang-undangan yang berlaku mengenai

NK INDONESIA

Pasal 17

(1) Perubahan komposisi  kepemilikan Bank yang tidak mengakibatkan

penggantian dan atau penambahan pemilik wajib dilaporkan oleh Bank
kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah
perubahan dilakukan,

(2) Laporan perubahan komposisi kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) yang diakibatkan oleh adanya penambahan modal disetor wajib dilampiri
dengan:

bukti penyetoran;

notulen rapat umum pemegang saham/rapat anggota;

o

o

C. sural pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g; dan
d. data kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 hurufb.

(3) Laporan perubahan komposisi kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) yang udak mengubah jumlah modal disetor wajib dilampiri dengan
dokumen sebagaimana dimaksud dajam ayat (2) huruf b, huruf ¢, dan huruf d
serla fotokopi dokumen pengalihan saham.

Pasal 18

(1) Perubahan modal dasar bagi Bank yang berbentuk hukum Perseroan

(2) Perubahan  modal

Terbatas/Perusahaan Dacrah, wajib dilaporkan olch Bank kepada Bank
Indonesia selambat-lambatnya 10 (scpuluh) hari setclah tanggal diterimanya
persetujuan perubahan anggaran dasar dari instansi berwenang  dilampiri
dengan:

. nolulen rapat umum pemegang saham: dan

b. akta perubahan anggaran dasar yang  (elah disetujui oleh instansi
berwenang, !

agi Bank yang  berbentuk  hukum Koperasii  wajil

dilapgrkan oleh  Bank kepada Bank  Indonesia sclambat-lambatnya 10

(sepuluh) hari setelal tanggal perubahan anggaran dasar dilampiri dengan:

i notu apat anggota; dan

b, akia perubahan anggaran dasar yang (elah di T P e o e e
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(3) Pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan oleh Bank wajib
memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia dan dilaksanakan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
DEWAN KOMISARIS, DIREKSI,
PEJABAT EKSEKUTIF DAN PEMIMPIN KANTOR CABANG

Pasal 19

. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota dewan Komisaris, anggota

| Direksi, Pejabat Eksekutif, dan Pemimpin Kantor Cabang dilarang mengambil
'tindakan yang dapat merugikan Bank dan wajib mengungkapkan benturan
kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.

Pasal 20

(1) Anggota dewan Komisaris dan Direksi wajib memenuhi persyaratan scbagai
berikut:

2. lidak termasuk dalam’ daflar orang-orang yang dilarang menjadi pemegang
saham dan atau pengurus bank dan atau Bank Perkreditan Rakyat sesuai
dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan

b. menurut penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki kompetensi
dan integritas yang baik.

(2) Anggota dewan Komisaris dan Dircksi Bank yang memiliki kompetensi dan
m:_n%}mm yang baik sebagaimana dimaksud dalam ayal (1) hurul b, antara lain
adalah pihak-pihak yang:

a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
b menmiatuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku:

; ¢ memiliki komitmen yang tinagi terhadip pengembangan operasional Bank
yang sehat: dan .

domemiliki kemampuan dalam menjalankan wigas.,

INK INDONESIA

Pasal 21

(1) Bank yang sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak asing dapat menempatkan
Warga negara asing sebagai anggota dewan Komisaris dan Direksi.

(2) Diantara anggota dewan Komisaris dan Direksi Bank sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), sekurang-kurangnya terdapat | (satu) orang anggota dewan
Komisaris dan 1 (satu) orang angeota Direksi berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal 22
(1) Jumlah anggota dewan Komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) orang.

Emaxcﬁm:m-x:qmzm:u.m_ ?m_:voasmm:mmo“m%ém: Komisaris  wajib
berdomisili di Indonesia. :

| _E mnwc_,m_._m-wz_.mzwa.m I (satu) orang anggota dewan Komisaris wajib berasal

_ dari pihak yang independen terhadap pemilik.

| (4) Anggota dewan Komisaris wajib memiliki pengetahuan dan atau pengalaman

di bidang perbankan.
(5) Anggota dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai:

a. anggola dewan Komisaris sebanyak-banyaknya pada 1 (satu) bank lain
atau Bank Perkreditan Rakyat; atau

b. anggota dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat  Ekseckutif yang
%_Q:n_._cr.u: langgung jawab penuh scbanyak-banyaknya pada 2 (dua)
cmbaga/perusahaan lain bukan bank atau bukan Bank Perkreditan
Rakyal.

(6) Mayoritas anggota dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan
keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota dewan Komisaris.

Pasal 23
(1) Dircksi Bank sckurang-kurangnyy berjumlah 3 (tiga) orang.,

(2) Mayoritas anggota Dircksi wijib berpengalaman datam operasional bank
sekurang-kurangnya 5 (lima) (ahun scbagai Pejabat Eksckutil pada bank,
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(3) Direktur Utama Bank wajib berasal dari pihak yang independen terhadap
Pemegang Saham Pengendali.

Jember

Pasal 24

(I) Mayoritas anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga
sampai derajat kedua termasuk besan dengan sesama anggota Direksi atau
anggota dewan Komisaris.

(2) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota dewan
Komisaris, Direksi atau Pejabat  Eksekutif pada lembaga perbankan,
perusahaan atau lembaga lain.

Iversitas

(3) Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang
memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor
pada suatu perusahaan lain,

y un

i '(4) Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang
mengakibatkan pengalihan lugas dan wewenang tanpa batas. ,

Itor

Pasal 25

(1) Calon anggota dewan Komisaris alau Dircksi wajib memperoleh persetujuan
dari Bank Indonesia sckelum diangkat dan menduduki Jjabatannya.

| Repos

(2) Sebelum dimintakan persetujuan dari Bank Indonesia. penclapan calon
anggota dewan Komisaris atau Dircksi sebagaimana dimaksud dalam ayal (1)
:ﬁ.:\?a:mr.cr.m: dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan
vang berlaku.

igita

D

(3) Permohonan untuk memperoleh persetujuan schbagaimana dimaksud dalam
ayat (1) diajukan oleh Bank kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia, dan
wajib disertai dengan dokumen scbagaimana dimaksud dalam Pasal 9 hurul’ G
huruf'h, huruf i, huruf j. Kurul k. dan hurul 1.

1openolakan atas permohonan
ana dimaksud dalam ayat (3) Bank Indonesia melakukan:
o

(4) Dalam rangka memberikan perselujuan
schag

R

s kelengkapan dan kebenaran dokumen: dan

_ b, wawancary terhadap calon angeoti dewan Komi

‘s atn Direksi,

NK INDONESIA

«(3) Persetujuan atau penolakan atas pengajuan calon anggota dewan Komisaris
atau Direksi diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak dokumen
permohonan diterima secara lengkap. .

(6) Dalam hal rapat umum pemegang saham atau rapat anggota telah mengangkat
anggota dewan Komisaris dan atau Direksi sebelum persetujuan Bank
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dan apabila Bank Indonesia
tidak menyetujui pihak-pihak dimaksud maka Bank wajib mengajukan
kembali calon anggota dewan Komisaris atau Direksi baru sesuai dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3);

(7) Dalam hal rapat umum pemegang saham atau rapat anggota membatalkan
pengangkatan calon anggota dewan Komisaris atau calon anggota Direksi
yang telah disetujui oleh Bank Indonesia maka Bank wajib melaporkan
pembatalan tersebut kepada Bank Indonesia, selambat-lambatnya 10 (sepuluh)
hari setelah tanggal pembatalan pengangkatan, disertai dengan notulen rapat
umum pemegang saham atau notulen rapat anggota.

(8) Pengangkatan anggota dewan Komisaris atau Direksi wajib dilaporkan oleh
Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah
tanggal pengangkatan efektil, disertai dengan notulen rapat umum pemegang
saham atau notulen rapat anggota.

Pasal 26
Pengangkatan atau penggantian Pejabat Eksckutil atau pemimpin Kantor
Cabang wajib dilaporkan olch Bank kepada Bank Indonesia sclambat-
lambatnya 10 (sepuluh) hari setclah tanggal pengangkatan cfektil dan disertai
dengan: -

(1

—

a. surat pengangkatan dan pemberian kuasa scbagai Pejabat Eksckutif atau
pemimpin Kantor Cabang dari Dircksi Bank: dan

b. n_%r.:_sn: yang menyatakan identitas Pejabat Eksekutil atau pemimpin
Kantor Cabang Bank scbagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) hurul
cangka I, angka 2, angka 3 dan Pasal 9 hurul e angka |,
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—
(b
O
m (2) Apabila berdasarkan Penilaian dan penelitian Bank Indonesia, Pejabat
Q Eksekutif atay pemimpin Kantor Cabang termasuk dalam daftar orang-orang
™ yang dilarang menjadi pemegang saham, Pemegang Saham Pengendali,
5] pengurus, Pejabat Eksekutif bank dan atau Bank Perkreditan Rakyat maka
[ Bank wajib segera memberhentikan yang bersangkutan.
)
n
N_Ib BABV
> PEMBUKAAN KANTOR BANK
-
D) Bagian Pertama
WJ Pembukaan Kantor Cabang di Dalam Negeri
@)
] =
& Pasal 27
o (1) Pembukaan Kantor Cabang Bank di dalam negeri hanya dapat dilakukan
w dengan izin Dewan Gubermnur Bank [ndonesia.
o (2) Rencana pembukaan Kantor Cabang scbagaimana dimaksud dalam ayat (1)
wajib dicantumkan dalam rencana kerja tahunan Bank.
M 3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diajukan oleh Bank
..mv kepada Dewan Gubemur Bank Indonesia dan wajib discrtai dengan:

a. laporan keuangan gabungan dan rincian kualitas aktiva produktif 2 (dua)
bulan terakhir sebelum tanggal surat permohonan:

D

b. rencana persiapan operasional dalam rangka pembukaan Kantor Cabang;

<. hasil studi kelayakan yang sckurang-kurangnya memuat potensi ckonomi,
peluang  pasar, tingkat persaingan yang schat antar Bank, tingka
kejenuhan jumbah Bank; ’

d. proycksi arus kg bulanan sclama 12 (dua belas) bulan: dan

€. rencina kerja Kantor Cabang sckurang-kur: enya se

112 (dua belas)
E bulan.

MANK INDONESIA

(4) Dalam rangka memberikan persetujuan atay penolakan atas permohonan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Bank Indonesia melakukan:

a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan

b. analisis yang mencakup antara lain kemampuan Bank termasuk tingkat
kesehatan, tingkat persaingan yang sehat antar Bank, tingkat kejenuhan
Jumlah Bank, dan pemerataan pembangunan ekonomi nasional.

(3) Apabila diperlukan, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan untuk
meneliti persiapan  pembukaan kantor dan kebenaran dokumen yang
disampaikan.

(6) Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (3) diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen
permohonan diterima secara lengkap termasuk pemeriksaan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (5).

Pasal 28

(1) Pelaksanaan pembukaan Kantor Cabang scbagaimana dimaksud' dalam Pasal
27 wajib dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal izin
dari Dewan Gubernur Bank Indonesia dikeluarkan,

(2) Pelaksanaan pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesja sclambat-lambatnya
10 (sepuluh) hari setelah tanggal pembukaan.

(3) Apabila setelal Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bank
tidak melaksanakan pembukaan Kantor Cabang, Dewan Gubernur Bank

Indonesia  membatalkan  jzin pembukaan  Kantor Cabang  yang  telah
dikcluarkan,
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D Bl s ‘ Pasal 31

= agian Kedua I S L dal 'encana
— ) i luar Kantor Bank wajib dicantumkan dalam rencs
& Pembukaan Kantor dj bawah Kantor Cabang dan Kegiatan Kas (1) Wnanmzm Kegiatan Kas di luar Kantor i}

= ) ) o kerja tahunan Bank. ) B
1, di luar Kantor Bank di Dalam Negeri . (2) Bk wejib iy s Tagioran h,nm,_..w__m an“.aww_mnmmhmmM_h”wmm”w_ﬁaM“_ﬂw

sebagaimana dimaksud am"uﬂ ayat gl .

[ Pasal 29 lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan kegiatan. ot
N ! " . = k sebagaimana dimaksud dalam
B (1) Rencana pembukaan kantor di bawah Kantor Cabang Bank di dalam negeri - (3) Pelaksanaan anu...;m: Kafil g fentyc Ban 30 wm a puluh) hari setelah
@ wajib dicantumkan dalam rencana kerja tahunan Bank. i ayat (2) wajib dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga p

> . ! _ tanggal penegasan dari Bank Indonesia.

= (2) Pembukaan kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan: _ K Kegiatan Kas di luar Kantor Bank wajib dilaporkan oleh Bank

" = anaan Kegiatan .
an ® fanya dalam saty whayah \Kliring dengan Kantor Caliing _.h_a:w_ds. AT ot y MMM&M W»:w Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal
kecuali dengan persetujuan Bank Indonesia; dan - L_.,Q_,._?,cm a5 ot Je pelaksanaan kegiatan.

W b. dengan memperhatikan hasil studi kelayakan yang memuat tingkat fJS: ,u

ma : kejenuhan jumlah Bank. Bagian Ketiga

~~(3) Laporan keuangan kantor di bawah Kantor Cabang wajib digabungkan dengan : . x

% laporan keuangan Kantor Cabang induknya pada hari yang sama. Fegihakaan KantogdiiBuar Nogerd

Q _ Y

Qv Pasal 30 ) Pasal 32

m: Bank wajib menyampaikan rencang pembukaan kantor dj bawah Kantor

(1

—

Bank yang akan membuka Kantor Cabang, r.m_..moﬂ. perwakilan, amu p.n_:ﬁw.._m..ﬂ,”
kantor lainnya di luar negeri hanya dapat dilakukan dengan izin Dews
Gubemur Bank Indonesia.

(0 Cabang kepada Bank Indonesia mn_m_:ca-_u_:ca_Q
= sebelum pelaksanaan pembukaan kantor, disert

) yang memuat tingkat kejenuhan jumiah Bank.

(1®) Pelaksanaan pembukaan kantor di bawah Kantor Cabang scbagaimana luh cmpat)
: dimaksud dalam ayal (1) wajib dilakukan selambal-lambatnya 30 (tiga puluh) . a. telah menjadi Bank devisa sckurang-kurangnya 24 (dua puluh e
hari sctelaly tanggal pencgasan dari Bank Indonesia.

a 30 (tiga puluh) hari
ai dengan hasil studi kelayakan

(2) Pemberian izin scbagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diberikan
apabila Bank:

bulan; dan "

- . 5 Teatl b : ‘abang,  Kkantor
(3) Pelaksanaan pembukaan kantor di bawaly Kantor Cabang wajib dilaporkan b. telah  mencantumkan rencana  pembuk: an x,:u::‘ .h..__ﬁ.uh:._uu. i e
olch Bank kepada Bank Indonesia mnr,::_u.,__-_u:_?._:Cn_ 1O (sepulul) hari perwakilan, dan jenis-jenis kantor lainnya di lu negeri dalan .
selelah tanggal pelaksanaan pembuy aan, kerja tahunan Bank.

|
|
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(3) Permohonan izin membuka Kantor Cabang dan jenis-jenis kantor .E.::Qm
yang bersifat operasional sebagaimana &Hm_ﬂmc@ dalam ayat .AG. ..n__m.:.__nma
oleh Bank kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia dan wajib disertai dengan
dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf a, huruf b,
huruf d dan huruf e serta hasil studi kelayakan yang memuat sekurang-
kurangnya peluang pasar dan potensi ekonomi.

(4) Permohonan izin membuka kantor perwakilan am:.;.,nzmm._nzmm kantor lainnya
yang tidak bersifat operasional sebagaimana dimaksud am._mB ayat AC
diajukan oleh Bank kepada Dewan Gubenur Bank Indonesia, dan wajib
disertai dengan dokumen berupa laporan keuangan gabungan 2 (dua) bulan
terakhir sebelum tanggal surat permohonan serta alasan pembukaan kantor.

(5) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas nn:doso_,_mz

sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4), Bank Indonesia

melakukan:

a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan

b. analisis yang mencakup antara lain kemampuan Bank termasuk tingkat
kesehatan dan hasil studi kelayakan.

(6) Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (5) diberikan selambal-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen
permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 33

: : : ., o
V(1) Pembukaan kanlor di luar negeri mncmmm::z:.ﬁ %Eurmma dalam Pasal 32
hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari otoritas di negara setempat.

(2) Pelaksanaan pembukaan kantor schagaimana n:_z.m_rm:a dalam ayat (1) wajib
dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia mn_m_:cn_-i_:._wanxa _n
(sepuluh) hari setclah tanggal pelaksanaan nn:&crﬁ:.r n_,._:. E..,.:c. disertai

| dengan salinan/[otokopi izin pembukaan kantor dari dloritas di negara
selempal.

BAB VI /5

NK INDONESIA

BAB VI
PENINGKATAN DAN PENURUNAN STATUS KANTOR BANK

Pasal 34

(1) Peningkatan status darj kantor di bawah Kantor Cabang menjadi Kantor
Cabang hanya dapat dilakukan dengan cara menutup kantor di bawaly Kantor
Cabang dengan memenuhj ketentuan Pasal 43 dan diikuti dengan membuka
Kantor Cabang dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 dan Pasal 28, -

(2) Peningkatan status dari Kegiatan Kas di luar Kantor Bank menjadi kantor di
bawah Kantor Cabang hanya dapat dilakukan dengan cara menghentikan
Kegiatan Kas di luar Kantor Bank dengan memenuhi ketentuan Pasal 43 dan
diikuti dengan membuka kantor dj bawah Kantor Cabang dengan memenuhj
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30.

Pasal 35

(1) Penurunan status dari Kantor Cabang menjadi kantor di bawah Kantor Cabang
hanya dapat dilakukan dengan cara menutup Kantor Cabang dengan memenuhi
ketentuan Pasal 42 dan diikuti dengan membuka kantor di bawah Kantor
Cabang dengan memenuhj ketentuan Pasal 29 ayat (1), ayat (2) huruf a dan
ayat (3) serta Pasal 30 kecuali hasil studi kelayakan yang memuat tingkat
kejenuhan jumlah Bank.

(2) Penurunan status dari kantor di bawah Kantor Cabang menjadi Kegiatan Kas
: di luar Kantor Bank hanya dapat dilakukan dengan cara menutup kantor di
bawah Kantor Cabang dengan memenuhi ketentuan Pasal 43 dan diikuti
dengan membuka Kegiatan Kas di luar Kantor Bank dengan memenuhi
ketentuan Pasal 31,
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BAB VII
PEMINDAHAN ALAMAT KANTOR BANK

Pasal 36

(1) Pemindahan alamat kantor pusat dan Kantor Cabang hanya dapat dilakukan

(4

—

dengan izin Dewan Gubernur Bank Indonesia.

Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh Bank

kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia sebelum pemindahan alamat

dilaksanakan.

Permohonan izin pemindahan alamat kantor pusat:dan Kantor Cabang

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disertai dengan:

a. alasan pemindahan alamat dan rencana persiapan operasional kantor
Bank; ~

b. rencana penyelesaian atau pengalihan tagihan dan kewajiban Bank; dan

c. hasil studi kelayakan di tempat kedudukan baru yang sckurang-kurangnya

memuat potensi ckonomi, peluang pasar, tingkat persaingan yang schat
antar Bank, dan tingkat kejenuhan jumlah Bank.

Pemindahan alamat Kantor Cabang yang dilakukan:

a. dalam kotamadya/kabupaten dan wilayah kliring yang sama wajib
memenuhi persyaratan scbagaimana dimaksud dalam ayat (3) hurul a dan
huruf b:

b. di jalan yang sama atau lokasi yang berdckatan wajib memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a;

c. di luar kotamadya/kabupaten atau wilayah kliring scbelumnya, wajib
memenuhi ketentuan penutupan Kantor Cabang scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 42 dan pembukaan Kantor Cabang scbageimana dimaksud
dalam Pasal 27 dan Pasal 28.

alamat kantor pusat wajib memenuhi persy n scbagaimana

am ayat (3).

K INDONESTA

(6) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permobcnan

(7

~—

(8)

)

sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Bank Indonesia melakukan:
a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan

b. m:m__.mmm.wmnm mencakup antara lain tingkat persaingan yang sehat zntar
Bank, tingkat kejenuhan jumlah Bank, dan pemerataan pembanz—nan
ekonomi nasional.

Apabila diperlukan, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan _-tuk
mencliti persiapan pemindahan alamat kantor dan kebenaran dokumen wang
disampaikan.

Persetujuan atau penolakan atas permohonan secbagaimana dimaksud cziam
ayat (3) diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen
permohonan diterima secara lengkap termasuk pemeriksaan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (7).

Pemindahan alamat kantor yang telah mendapat persctujuan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (8) wajib. dilaksanakan selambat-lambatnya 30 {tiga
puluh) hari sejak tanggal pemberian izin dari Dewan Gubemur Sank
Indonesia.

(10) Pelaksanaan pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud dalam ayzt (9)

wajib diumumkan oleh Bank dalam:

a.  surat kabar yang mempunyai peredaran nasional, bagi pemindahan ai=mat
kantor pusat; atau

b. surat kabar yang mempunyai peredaran luas di tempal kedudukan Kzntor
Cabang, bagi pemindahan alamat Kantor Cabang,

sclambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari  scbelum

pemindahan alamat kantor.

tangeal  pelaksz=aan

(1) Pelaksanaan pemindahan alamat kantor wajib dilaporkan olch Bank k=—ada

Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (scpulub) hart setelah ta=zpal

pelaksanaan pemindahan alamat.

(12)Apabila setelah jangka wakto scbagaimana dimaksud dalam ayat (V). Zank

tidak  melaksan:
Indonesia membit

v pemindahan alamat kantor, Dewan Gubernur ank

izin yany telah dikeluarkan,



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Jember

itory Universitas

| Repos

igita

D

< INDONESIA

Pasal 37

(1 w.nyawum pemindahan alamat:
meSﬁ& bawah Kantor Cabang dan Kegiatan Kas di luar Kantor Bank di
dalam negeri; atau—"
b. Kantor Cabang, kantor perwakilan, dan jenis-jenis kantor lainnya di luar
negeri,
wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 30
(tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan pemindahan alamat kantor.
(2) Laporan rencana pemindahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
huruf a wajib disertai dengan: .
alasan pemindahan alamat dan rencana persiapan operasional kantor Bank; _

a.

a,

b. rencana penyelesaian atau pengalihan tagihan dan kewajiban Bank; dan

hasil studi kelayakan di tempat kedudukan baru yang mnw:..msm-_.ncqu_._mzwu

memuat tingkat kejenuhan jumlah Bank.

(3) Pemindahan alamat kantor di bawah Kantor Cabang di dalam negeri

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, yang dilakukan:

a. dalam satu kotamadya/kabupaten yang sama wajib memenuhi persyaratan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan hurul b;

b. di jalan yang sama alau lokasi yang berdekatan wajib memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hurula;

c.

di luar kotamadya/kabupaten scbelumnya wajib _snu.:os.c_: ketentuan
penutupan kantor di bawah Kantor Cabang schagaimana dimaksud m:_r:d
Pasal 43 dan pembukaan kantor di bawah Kantor Cabang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30.
(4) Pemindahan alamat Kegiatan Kas di luar Kantor Bank di dalam negen
scbagaimana dimaksud dalam ayat (1) hurula, yang dilakukan:
2. dalam satu kotamadya/kabupaten yang sama, di jalan yang sama atau
lokasi yang berdek:
dimaksud dalam ayat (2) hurula;

'z

PV.E\?\
LX)

wajib  memenuhi - persyaratan - sebagaimana {

YDONESIA

b. di luar kotamadya/kabupaten sebelumnya wajib memenuhi ketentuan
penghentian Kegiatan Kas di luar Kantor Bank sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 43 ama\vaaﬁrmmn Kegiatan Kas di luar Kantor Bank sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 31.
: : / ; ; .
3) Pemindahan alamat kantor di bawah Kantor Cabang dan Kegiatan Kas di luar

Kantor mmnw di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat {1) huruf a
wajib dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal
pencgasan dari Bank Indonesia.

5) Pelaksanaan pemindahan alamat kantor di bawah Kantor Cabang sebagaimana
dimaksud dalam ayat (3) huruf ¢ wajib diumumkan oleh Bank dalam surat
kabar yang mempunvai peredaran luas di tempat kedudukan Kantor Cabang
induknya selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal pelaksanaan
pemindahan alamat kantor.

7) Pelaksanaan pemindahan - alamat kantor di bawah Kantor Cabang dan
Kegiatan Kas di [uar Kantor Bank di dalam negeri wajib dilaporkan oleh Bank
kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal
pelaksanaan pemindahan alamat.

:8) Pelaksanaan pemindahan alamat Kantor Cabang, kantor perwakilan, dan jenis-
jenis kantor lainnya di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf
b wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10
(sepuluh) hari selelah tanggal pelaksaanaan pemindahan alamal, disertai
dengan salinan/[otokopi izin dari otoritas di negara sctempat.

BAB VIII
PERUBAHAN NAMA DAN BENTUK BADAN HUKUM

Bagian Pertama

Perubahan Nama Bank

Yasal 38

(1) Perubahan nama Bank wajib dilakukan dengan memenuhi ketentuan _un_.&w&:r.

undangan yang berlaku,
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(2) Bagi Bank yang telah memperoleh persetujuan perubahan nama dari instansi
berwenang wajib mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia mengenai

penetapan penggunaan izin usaha yang dimiliki untuk Bank dengan nama yang
baru. —

(3) Permohonan ma_ummm_.:._m_&\&:dmxmca dalam ayat (2) diajukan oleh Bank kepada
Bank-Indenesia selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah perubahan nama
dan wajib disertai dengan akta perubahan anggaran dasar yang telah disetujui
oleh instansi berwenang bagi Bank yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas/
Perusahaan Daerah atau perubahan anggaran dasar yang telah disahkan oleh rapat
anggota bagi Bank yang berbentuk hukum Koperasi.

(4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Bank
Indonesia menerbitkan Keputusan Dewan Gubemnur Bank Indonesia tentang
perubahan nama Bank dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah
dokumen permohonan diterima secara lengkap.

(5) Pelaksanaan pcrubahan nama Bank wajib diumumkan dalam surat kabar yang
mempunyai peredaran nasional selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sctelah
tangga! penerbitan Keputusan Dewan Gubenur Bank Indonesia.

Bagian Kedua

Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank

Pasal 39
(1) Perubahan bentuk badan hukum Bank wajib dilakukan dengan persctujuan
Dewan Gubernur Bank Indonesia.
(2) Pemberian persetujuan perubahan bentuk badan hukum Bank sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dalam dua tahap:
a. persclujuan  prinsip, yaitu persctujuan  untuk - melakukan  persiapan
perubahan bentuk badan hukum Bank; dan
b, persetujuan pengalihan izin usaha, yaitu persetujuan yang diberikan untuk
mengalihkan izin usaha dari badan hukum lama kepada badan hukum

baru.

ANK INDONESIA

Pasal 40

(1) Permohonan untuk Ennamuunrm: persetujuan prinsip perubahan bentuk badar
hukum Bank sebagaimana-dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a diajukar
oleh Bank kepada Dewafi Gubernur Bank Indonesia sebelum dilakukan rapa
umum pemegang saham atau rapat anggota untuk memutuskan perubahar
bentuk badan hukum mms_ﬁ dan wajib disertai dengan: :

a. alasan perubahan bentuk badan hukum;

b. rancangan akta pehdirian badan hukum baru termasuk anggaran dasar;

€. rencana pengalihaf seluruh hak dan kewajiban dari _badan hukum lama
kepada badan hukum baru;

d. daftar .anggota dewan “Komisaris dan Direksi disertaj dengan dokumen
sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) huruf c dan Pasal 9 huruf ¢
angka 1 dan angka 3, dalam hal terjadi perubahan; dan

el ___.,.,z rm_una_._m_s_g sebagaimana dimaksud dalam Pasal G ayat (1) huruf b
disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal G ayat (2)
dalam hal terjadi perubahan. .

(2

—

Um_mi. E:mwm memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bank Indonesia melakukan:

a.  penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan

b. wawancara terhadap calon Pemegang Saham Pengendali, calon anggola
Elaiiaes = ; ;
dewan Komisaris dan calen anggola Direksi, dalam hal terjadi perubahan.

(3) —uo_.mn:._&_n_._ alau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2) diberikan sclambat-lambatnya 30 (tiga pulub) hari sctelah  dokumnen
: permohonan ditcrima secara lengkap.

Pasal 41

(1) Permohonan untuk mengalihkan izin usaha Bank dari badan hukum lama kepada
rw:_."_: hukum baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) horul b
diajukan oich Bank kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia dan wajib discrtai

g dengin:
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a. akta pendirian badan hukum baru termasuk anggaran dasar yang telah
disahkan oleh instansi berwenang;

b. daftar anggota dewan Komisaris dan Direksi disertai dengan dokumen
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayal (1) huruf ¢ dan Pasal 9 huruf ¢

angka | dan angka 3, dhlam hal terjadi perubahan;

/

c. data kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b
disertai dengan doKumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2),
dalam hal terjadi perubahan;

d. rancangan berita acdra pengalihan seluruh hak dan kewajiban dari badan
hukum lama kepada badan hukum baru; dan .

e. notulen rapat umum pemegang saham atau rapat anggota badan hukum lama
yang menyetujui perubahan_bentuk hukum dan pembubaran badan hukum
lama.

Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan
scbagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank Indonesia melakukan:

a.  penclitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan

b. wawancara .nq_._u_ﬂ_mﬁ Pemegang Saham Pengendali, anggota dewan
Komisaris dan Direksi dalam hal terjadi perubahan.

Persetujuan atau penolakan atas permohonan pengalihan izin usaha darj badan
hukum lama kepada badan hukum baru diberikan selambat-lambatnya 30 (liga

puluh) hari sctelah dokumen ﬁnadoso:m: diterima sceara lengkap.

Pembubaran badan hukum lama hanya dapat dilakukan setelah:

a. Bank Indonesia memberikan  persctujuan pengaliban  izin  usaha
scbagaimana dimaksud dalam ayat (3); dan

b. pengalihan scluruh hak dan kewajiban dari badan hukum lama kepacda
badan hukum baru dilaksanakan sesuai dengan rancangan berita acars
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf ., :

Pelaksanaan perubahan bentuk badan hukum Bank wajib divmumkan olch
Bank dalam surat kabar yang mempunyai peredaran nasional  selambat-
wal dikeluarkannya Keputusan Dewan

lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah
Gubenur Bank Indonesi

e

{ INDONESIA

(m

)

(3)

(4

—

BABIX
PENUTUPAN KANTOR BANK

\ Pasal 42

Penutupan Kantor Cabang di dalam negeri hanya dapat dilakukan dengan izin

Dewan Gubernur Bank Indonesia.

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam dua

tahap:

a. persetujuan prinsip, \yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan
penutupan Kantor Cabahg; dan

b. persetujuan penutupan, %E.ﬂ/: persetujuan untuk melakukan penutupan
Kantor Cabang. .

Permohonan untuk memperoleh persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud

dalam ayat (2) huruf a diajukan oleh Bank kepada Dewan Gubemnur Bank

Indonesia dan wajib disertai dengan:

a. alasan penutupan; dan

b. langkah-langkah yang ditempuh dalam rangka penyelesaian  seluruh
kewajiban Kantor Cabang kepada nasabah dan pihak lainnya. )

Permohonan untuk mempcrolch persetujuan  penutupan  scbagaimana

dimaksud dalam ayat (2) huruf b diajukan olch Bank kepada Dewan Occaa._.:

Bank Indonesia setclah Bank memperoleh persetujuan prinsip, dan wajib

disertai dengan:

a. bukti penyclesaian kewajiban kepada nasabah serta pihak lamnnya; dan

b. sural pernyataan dari Dircksi Bank bahwa langkah-langkah ﬂm:%c_nmua:
scluruh kewajiban Kantor Cabang kepada nasabah dan pihak lainnya :m_u_‘._
disclesaikan dan apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi
tanggung jawab Direksi untuk dan atas nama Bank. .

Apabila dipandang perlu, Bank Indoncsia melukukan pemeriksaan kepada

Bank dalam rangka mencliti penyelesaian scluruh kewajiban Kantor Cabang

yang akan ditutup. .

(6Y Perestinitian 7.
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Persetujuan atau penolakan permohonan persetujuan prinsip dan persetujuan
penutupan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4)
masing-masing diberikan dalam batas waktu sclambat-lambatnya 15 (lima
belas) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap termasuk
pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5).

Pelaksanaan penutupan wmﬁ&_. yang telah mendapat persetujuan penutupan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) wajib dilaksanakan selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh)/hari setelah tanggal persetujuan penutupan.

Penutupan kantor sebaggimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diumumkan
oleh Bank dalam surat|kabar yang mempunyai peredaran luas di tempat
kedudukan kantor Bank selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal
persetujuan penutupan dari Dewan Gubemnur Bank Indonesia.

_un_mﬁm:mm:ﬂanze_uu:w»:ﬂwmsman_mrEn:umv.‘:ﬁnaﬂ&.cmnmn_ummaam:m
dimaksud dalam ayat (G) wajib~dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia
sclambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal penutupan.

(10)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Bank

tidak melaksanakan penutupan Kantor Cabang, Dewan Gubemur Bank
Indonesia membatalkan persetujuan penutupan Kantor Cabang yang telah
dikeluarkan.

Pasal 43

Rencana penutupan kantor di bawah Kantor Cabang wajib dilaporkan olch
Bank kepada Bank Indonesia sclambat-lambatnya 30 (liga pulub) hari
scbelum pelaksanaan penutupan kantor dimaksud-dan disertai dengan:

a. alasan penutupan; dan

b. langkah-langkah yang ditempuh dalam rangka penyclesaian kewajiban
kantor di bawah Kantar Cabang kepada nasabah dan pihak lainnya.

Rencana penghentian Kegiatan Kas di luar Kantor Bank wajib dilaporkan olch
Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari
scbelum: pelaksanaan penghentian Kegi Kas i luar Kantor Bank dan
disertai dengan alasan penutupan.

(3) _vnr_rm..::,u:\.?

INDONESIA

(3) Pelaksanaan penutupan kantor di bawah Kantor Cabang wajib dilaporkan oleh

(4

(1

@

—

)

—

s

Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah
tanggal penutupan dan wajib disertai dengan:

a. bukti penyelesaian kewajiban kepada nasabah serta pihak lainnya; dan

b. surat pernyataan dari pemimpin Kantor Cabang induknya bahwa langkah-
langkah penyelesaian seluruh kewajiban kantor di bawah Kantor Cabang
kepada nasabah dan pihak lainnya telah diselesaikan dan apabila terdapat
tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab pemimpin Kantor
Cabang induk untuk dan atas nama Bank.

Pelaksanaan penghentian Kegiatan Kas di luar Kantor Bank wajib dilaporkan
oleh Bank kepada Bank~Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari
setelah tanggal penghentian iatan Kas di luar Kantor Bank.

wmm_ﬁ
Penutupan Kantor Cabang, kantor perwakilan dan jenis-jenis kantor lainnya di
luar negeri hanya dapat dilakukan dengan izin Dewan Gubernur Bank
Indonesia. ;

Permohonan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
bagi Kantor Cabang dan jenis-jenis kantor lainnya yang bersifat operasional
diajukan oleh Bank kepada Dewan -‘Gubemur Bank Indonesia dan wajib

disertai dengan:
a. alasan penutupan; /

b langkah-langkah yang ditempuh dalam rangka penyelesaian scluruh
kewajiban kantor kepada nasabah dan pihak lainnya; dan

c. langkah-langkah yang ditempuh dalam rangka perolchan izin dari oloritas
di ncgara setcmpal.

Permohonan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

diajukan olch Bank kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia dan wajib
discrtai dengan alasan penutupan dan langkah-langkah yang ditempuh dalam
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(4) Persetujuan atau penolakan atas permohonan jzin sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) dan ayat (3) diberikan dalam waktu selambat-lambatnya 30
(tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.

Penutupan kantor di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan
ayat (3) hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari otoritas di negara
setempal.

—~
wn
~—r

(6) Pelaksanaan penutupan Kantor Cabang dan jenis-jenis kantor lainnya yang -
bersifat operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) wajib dilaporkan
oleh Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari
sctelah tanggal pelaksanaan penutupan dan wajib disertai dengan:

= ;ﬂmdnaﬂnﬁmmmm: kewajiban kepada nasabah serta pihak lainnya;

b. surat pemyataan dari Direksi Bank bahwa langkah-langkah penyelesaian
seluruh kewajjban kantor kepada nasabah dan pihak lainnya telah
diselesaikan dan apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi
tanggung jawab Direksi untuk dan atas nama Bank; dan

c. salinan/fotokopi izin dari otoritas di negara setempal.

(7) Pelaksanaan penutupan kantor perwakilan dan Jenis-jenis kantor lainnya yang
bersifat tidak operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) wajib '
dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10
(sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan penutupan dan wajib disertai
dengan: .

a. surat pernyataan dari Direksi Bank bahwa langkah-langkah penyclesaian
scluruh kewajiban kantor kepada pihak lainnya t(elah diselesaikan dan
apabila (erdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab

. Direksi untuk dan atas nama Bank; dan

b. salinan/lotokopi izin dari otoritas di ncgara setempal,

BAB X§»

(e

WK INDONESIA
-

BAB X =
PERUBAHAN KEGIATAN USAHA DAN
PEMBUKAAN KANTOR CABANG SYARIAH

Bagian Pertama

Perizinan Perubahan Kegiatan Usaha

Pasal 45
P

(1) Bank yangmelakukan kegiatan usaha secara konvensional hanya dapat
mengubah kegiatan usahanya menjadi Bank yang melakukan Kegiatan Usaha

J Berdasarkan Prinsip Syariah dengan izin dari Dewan Gubermur Bank

_ Indonesia.
.AB Rencana perubahan kegiatan usaha scbagaimana dimaksud dalam ayat (1)
wajib dicantumkan dalam rencana kerja tahunan Bank.
(3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam dua
tahap:
a. persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan
perubahan kegiatan usaha; dan :

b. izin perubahan kegiatan usaha, yaitu izin untuk melakukan Kegiatan
Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah setelah persiapan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a selesai dilakukan.

Pasal 46

Permohonan untuk mendapatkan persetujuan  prinsip sebagaimana  dimaksucd
dalam Pasal 45 ayat (3) hurul a, diajukan olch Bank kepada Dewan Gubernur
Bank Indoncsia disertai alasan perubahan dan wajily discrtai dengan:

. rancangan perubahan anggaran dasar yang secara tegas mencantumkan bahwa
Bank  melakukan  Kegintan  Usaha  Berdasarkan Prinsip  Syariah  scria
penempatan dan wgas-tugas Dewan Pengawas Syariah;


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

' Universitas Jember

| Repos

D

itory

igita

Loyuwnh Wy (g2 24

{ INDONESIA

b. data kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan
dokumen serta surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2),
dalam hal terjadi perubahan;

c. dafiarcalon anggota dewan Komisaris dan Direksi yang memenuhi persyaratan
sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Bank Indonesia tentang Bank Umum
berdasarkan Prinsip Syariah, dan disertai dengan:

I, dokumen dan identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 hurufc; dan

2. surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h, huruf i,
huruf j, hurufk, dan huruf],

dalam hal terjadi perubahan;

d. V_ ana susunan dan struktur organisasi serta personalia;

/

c. /rencana kerja (business plan) tahun pertama yang sekurang-kurangnya

\ memuat:

Ik ME&.Wn_mv&rm: mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi yang
berkaitan dengan perbankan syariah;

2. rencana kegiatan usaha yang mencakup penghimpunan dan penyaluran
dana serta langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam
mewujudkan rencana dimaksud; dan

-

3. proyeksi neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas bulanan selama 12

Berdasarkan Prinsip Syariah;
f. rencana strategis jangka _=n=n:mr: dan panjang (corporate plan);

g pedoman manajemen risiko, rencana sistem pengendalian intern, rencana
sistem tcknologi informasi yang digunakan, dan skala kewenangan;

h. sistem dan prosedur kerja mengenai Kcgiatan Usaha Berdasarkan Prinsip
Syariah.

I rencana penyelesaian seluruh hak dan kewajiban Bank terhadap nasabah yang
tidak bersedia menjadi nasabah Bank berdasarkan Prinsip Syariah;

(dua belas) bulan yang dimulai sejak Bank akan melakukan Kegiatan Usaha -

< INDONESIA

j. daftar calon anggota Dewan Pengawas Syariah disertai dengan dokumecn
identitas berupa fotokopi KTP, pas foto, riwayat hidup, surat keterangan atau

 bukti tertulis dari bank tempat bekerja sebelumnya mengenai- pengalaman
operasional di bidang perbankan bagi calon anggota Dewan Pengawas Syariah
yang telah berpengalaman;

Pasal 47

(1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 46 diberikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari

setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.
.\I|||l’FJlr - - -
(2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana

dimaksud dalam avat (1), Bank Indonesia melakukan:
a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen;

b. analisis yang mencakup antara lain kemampuan Bank termasuk tingkat
kesehatan, tingkat persaingan yang sehat antar Bank yang melakukan
Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, tingkat kejenuhan jumlah
Bank yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, dan
peluang pasar; dan

c. wawancara lerhadap calon Pemegang Saham Pengendali, anggota dewan
Komisaris dan Direksi.

Sclain kelentuan scbagaimana dimaksud dalam ayat (2), Bank yang

mengajukan permohonan perubahan kegiatan usaha wajib melakukan

presentasi kepada Bank Indonesia mengenai kescluruhan rencana perubahan

kegiatan usaha Bank.

—
(%)
~—

Pasal 4§

Persetujuan prinsip scbagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) berlaku
untuk jangka waktu 180 (scratus delapan puluh) hari terhitung scjak tanggal

\

persctujuan prinsip dikeluarkan. ,

~—

(I

(2) Bank yang telah mendapat persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam
j ayat (1) dilarang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah
sebelum mendapat izin perubahan kegiatan usaha.
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~ (3) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bank 2
belum mengajukan permohonan izin perubahan kegiatan usaha sebagaimana 1
dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf b, Dewan Gubernur Bank Indonesia - M
membatalkan persetujuan prinsip yang telah dikeluarkan. f

Jember

(2

~

Pasal 49

_um_,_:o:o:m: untuk mendapatkan izin perubahan kegiatan usaha sebagaimana
. dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf b, diajukan oleh Bank kepada Dewan \

\, =5

Gubemnur Bank Indonesia, dan wajib disertai dengan: Fow 7

.

Iversitas

Un

a. perubahan anggaran dasar, yang sccara tegas mencantumkan bahwa Bank
melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah serta penempatan dan
tugas Dewan Pengawas Syariah, yang telah disahkan oleh instansi yang '
berwenang;

itory

b. data kepemilikan dan surat pernyataan dari pemegang saham sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 46 huruf b, dalam hal terjadi perubahan; (1

~—

daftar susunan dan surat pernyataan dari dewan Komisaris dan Direksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c, dalam hal terjadi perubahan;

d. daftar calon anggota Dewan Pengawas Syariah disertai dengan dokumen n
scbagaimana dimaksud daiam Pasal 46 huruf j, dalam hal terjadi perubahan; @)

| Repos

dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 46 huruf d, huruf e, huruf f, hurul g,
dan hurufh, dalam hal terjadi perubahan;

igita

D

bukti kesiapan operasional berupa: s (3)
. |. daftar sarana dan prasarana pendukung;
2. contoh formulir/warkat yang akan digunakan untuk operasional; dan
| 3. Nomor Pokok Wajib Pajak dan Tanda Daftar Perusahaan; “)

g. laporan realisasi dan rencana tindak lanjut penyelesaiin hak dan Kewajiban
B :_n.::._z.act nasabah yang tidak bersedia menjadi nasabah Bank berdasarkan
Prinsip Syariah.

enl 50 S :
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Pasal 50 ¥

Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin perubahan kegiatan usaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga
puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.

Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin
perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank
Indonesia'melakukan:

a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan

b. wawancara terhadap Pemegang Saham Pengendali, anggota Direksi, dan
anggota dewan Komisaris dalam hal terdapat penggantian atas calon yang
diajukan sebelumnya. /

Pasal 51

Bank yang telah mendapat izin perubahan kegiatan usaha dari Dewan
Gubernur Bank Indonesia wajib melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan
Prinsip Syariak selambat-lambatnya 30 (liga puluh) hari sejak tanggal izin
perubahan kegiatan usaha dikeluarkan.

Pelaksanaan perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10
(sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan Kegiatan Usaha Berdasarkan
Prinsip Syariah. .

Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal izin
perubahan kegiatan usaha, Bank belum melaksanakan Kegiatan Usaha
Berdasarkan Prinsip Syariah, Dewan Gubernur Bank Indonesia membatalkan
izin perubahan kegiatan usaha yang (elah dikeluarkan.

Bank yang telah mendapat izin  perubahan  Kegialan usaha  wajib
menyclesaikan seluruh hak dan kewajiban debitur dan kreditur dari kegiatan
konvensional sclambat-lambatnya 360 (tiga ratus cnam puluh) hari scjak
tanggal izin perubahan kegiatan usaha dikeluarkan.

Bank  Indonesia dapat memperpanjang jangka wak(u scbagaimana dimaksud
dalam ayat (4) untuk juan penyelesaian aktiva produktif’ kegiatan usaha
sccara konvensional yang telah dihapus buku.
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—
(b
QO : .
m (6) mnzsm:.onms perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat ¢. meningkatkan status kantor di bawah Kantor Cabang yang melakukan
o .av diajukan mn_mavm.?_macmawm 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirmya kegiatan usaha secara konvensional menjadi Kantor Cabang Syariah.
m _msmrm. meﬂc.mocmmm:.:msm n:dm_a:.a %FE ayat (4), disertai dengan alasan (2) Bank hanya dapat membuka Kantor Cabang Syariah sebagaimana dimaksud
i Perpanjangan jangka waktu dan bukti-bulkti pendukung, \ dalam ayat (1) dengan izin dari Dewan Gubernur Bank Indonesia.
®© i ijw Yaag teish mendapat izin _umEcm:m: rnmm.mmmz usaha dilarang Bn_mrc_mmn (3) Rencana pembukaan Kantor Cabang Syariah sebagaimana dimaksud dalam
4= nm_mhmz. usaha secara _mo:c.nnm_.onm_. kecuali dalam rangka penyelesaian ayat (1) wajib dicantumkan dalam rencana kerja tahunan Bank.
wn transaksi-transaksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan ayat (5). . : ;
o (4) Pemberian izin pembukaan Kantor Cabang Syariah sebagaimana dimaksud
QV.V Pasal 52 dalam ayat (2) dilakukan dalam dua tahap:
m Bank yang telah mendapat izin perubahan kegiatan usaha dari Dewan Gubernur i ﬁnawa‘_cm: ansm__m %ﬁ_.cm _un._w_n.E_cm: untuk melakukan persiapan
D) Bank Indonesia wajib mencantumkan secara jelas kata “Syariah™ sesudah kata pambukaen fastor Cabang Syariah;
- “Bank” pada penulisan namanya. b. izin pembukaan Kantor Cabang Syariah, yaitu izin untuk melakukan
WJ ' kegiatan usaha Kantor Cabang Syariah setelah persiapan sebagaimana
@) ' i dimaksud dalam huruf a selesai dilakukan. /
+— . Pasal 53 B
) Bank yang semula memiliki izin usaha sebagai Bank yang melakukan kegiatan . Pasal 55
O usaha secara konvensional dan telah memperoleh izin perubahan kegiatan usaha . ; .
w menjadi Bank yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, (1) Bank yang akan membuka Kantor Cabang Syariah scbagaimana dimaksud
o N_._mqm:m untuk mengubah Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah menjadi Mm_u__w_._ Pasal 54 ayat (1), wajib membentuk Unit Usaha Syariah di kantor pusat
Xegiatan usaha secara konvensional. il ANk :
n.la ; (2) Unit Usaha Syariah sebagaimana &_:uxuc%\m;m_/u:.d ayat :.v EaEwmwm: unit
= ow Bagian Kedua kerja di kantor pusat Bank yang berfungsi sebagai kantor induk dari Kantor
(@) Cabang Syariah, yang mempunyai tugas:

Pembukaan Kantor Cabang Syariah oleh a. mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan Kantor Cabang Syariah;

D

_ Bank yang melakukan rnm_u._m: usaha secara konvensional . b.  mencmpatkan dan mengelola dana yang bersumber dari Kantor Cabang
Syariah;
Pasal 54 c. menerima dan menatausahakan laporan keuangan dari Kantor Cabang

(1) Bark yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dapat membuka Syariah; dan . .
Kantor Cabang Syariah dengan cara: C(,\Lb»l‘ d. melakukan kegiatan lain scbagai kantor induk dari Kantor Cabang

a. membuka Kantor Cabang Syariah yang baru; Syariah.

(3) Pada Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam i (2) wajib
. ditempatkan Dewan Pengawas Syariah yang (elah disctujui olch Dewan
Syariah Nasional.

b. mengubah kegiatan usaha Kantor Cabang yang melakukan kegiatan usaha
y jectira konvensional menjadi Kantor Cabang Syariah: dan atau wa‘(r?coa '

. & e tinatentlena: v
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‘
(4) Pemimpin Unit Usaha Syariah wajib memenuhi persyaratan:
a. sckurang-kurangnya merupakan Pejabat Eksekutif;

b. memiliki komitmen dalam menjalankan operasional Bank berdasarkan
Prinsip Syariah;

c. memiliki integritas dan moral yang baik; dan

d. berpengalaman dalam operasional Bank Syariah dan atau telah mengikuti
pelatihan operasional Bank Syariah baik di dalam maupun di luar negeri.

Pasal 56

Bank yang membuka Kantor Cabang Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
54 ayat (1) wajib menyediakan modal kerja sekurang-kurangnya sebesar:

‘a. Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk setiap Kantor nmgnm Syariah
yang berkedudukan di wilayah Jabotabek; atau

b. Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap Kantor Cabang Syariah
yang berkedudukan di luar wilayah Jabotabek.

Pasal 57

Kantor Bank yang telah mendapat izin pembukaan Kantor Cabang Syariah wajib
mencantumkan kata “Kantor Cabang Syariah” pada setiap penulisan nama
kantomya.

Pasal 58

Kantor Bank yang telah mendapat izin pembukaan Kantor Cabang Syariah
dilarang untuk mengubah kegiatan Kantor Cabang Syariah menjadi Kantor
Cabang yang mclakukan kegiatan usaha secara konvensional,

Bagian \‘T

INDONESIA

Bagian Ketiga

i

Perizinan Pembukaan Kantor Cabang Syariah

Pasal 39

.I) Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 54 ayat (4) huruf a, untuk pembukaan Kantor Cabang Syariah
yang baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a diajukan
oleh Bank kepada Dewan Gubemnur Bank Indonesia dan wajib disertai dengan:

a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf a dan huruf
b serta Pasal 46 huruf a, huruf d dan hurufe;

b. dokumen dan identitas pemimpin Kantor Cabang Syariah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26, serta:

- 1. bukti pengalaman dalam operasional Bank Syariah; dan atau

2. surat keterangan dari lembaga pelatihan mengenai pelatihan perbankan
syariah;

c. dokumen mengenai identitas calon anggota Dewan Pengawas Syariah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf j, untuk pembukaan Kantor
. Cabang Syariah yang pertama kali;

d. dokumen dan identitas pemimpin Unit Usaha Syariah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26, serta:

I bukti pengalaman dalam operasional Bank Syariah; dan atau

2. sural keterangan dari lembaga pelatihan mengenai pelatihan perbankan
syariah yang telah diikuti di dalam maupun di luar negcri,

untuk pembukaan Kantor Cabang Syariah yang pertama kali;

2

bukti setoran modal kerja scbagaimana dimaksud dalam Pasal 56;

I. hasil studi kelayakan tentang tingkat persaingan yang schat antar Bank
yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan tingkat
kejenuhan jumlah Bank yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan
Prinsip Syariah.

(2) W.E._:o:s:u:%.
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(2) Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 54 ayat (4) huruf a untuk mengubah kegiatan usaha Kantor
Cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi Kantor
Cabang Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b dan
atau untuk meningkatkan status kantor di bawah Kantor Cabang yang
melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi Kantor Cabang
Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) hurufc, diajukan oleh
Bank kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia dan wajib disertai dengan:

a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1); dan

b. rencana penyelesaian seluruh hak dan kewajiban kantor Bank terhadap
nasabah yang tidak bersedia menjadi nasabah Kantor Cabang Syariah.

lversitas Jember

Un

Pasal 60

Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 59, Bank Indonesia melakukan:

itory

a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan

b. analisis yang mencakup antara lain kemampuan Bank termasuk tingkat
kesehatan, tingkat persaingan yang schat antar Bank yang melakukan
- Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, tingkat kejenuhan jumlah
Bank yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, dan
peluang pasar.
Apabila diperlukan, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan untuk
mencliti persiapan  pembukaan  kantor dan  kebenaran dokumen yang
disampaikan.

| Repos

igita

(2

D

Persctujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip scbagaimana
dimaksud dalam ayat (1) diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari
sctelah dokumen permohonan diterima secara lengkap termasuk pemeriksaan
scbagaimana dimaksud dalam ayat (2). 1, =3

3)

Pasal 61 $

< INDONESIA

: Pasal 61
(I) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) berlaku

untuk jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari terhitun

: waktu jak t
persetujuan prinsip dikeluarkan. A e

(2) Bank .&5 atau kantor Bank yang telah mendapat persetujuan prinsip
sebagaimana a:.ﬁ__.aca dalam ayat (1) dilarang melakukan Kegiatan Usaha
Berdasarkan Prinsip Syariah sebelum mendapat izin pembukaan Kantor
Cabang Syariah.

(3) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) Bank dan
atau kantor Bank yang telah mendapat persetujuan prinsip sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) belum mengajukan tn:_._o_._o:m._._ izin pembukaan
_Amao_..nmvm:m Syariah, Dewan Gubemur Bank Indonesia membatalkan
persetujuan prinsip yang telah dikeluarkan.

Pasal 62

1n:=o_..o=m= _.Eﬂ__n mendapatkan izin pembukaan Kantor Cabang Syariah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) huruf b diajukan oleh Bank kepada
Dewan Gubemur Bank Indonesia dan wajib disertai dengan:

a. dokumen mncmmnm._.:a:u dimaksud dalam Pasal 49 hurufa dan huruf £ -

b. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d
hurufg, dan hurufh, dalam hal terjadi perubahan:

, huruf e, huruf f,

c. laporan realisasi penyelesaian seluruh hak dan kewajiban kantor Bank terhadap
nasabah yang tidak bersedia menjadi nasabah Kantor Cabang Syariah.

" Pasal 63
(1) W"_E:_E:m_s memberikan persctujuan atau penolakan scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 62, Bank Indoncsia melakukan penelitian atas k
! 7 akuk: an atas kelengkapan -ds
kebenaran dokumen, _ PR

DN Dorortionimsa e et s
T:_._....F:c:.:_ atau penolakan permohonan izin pembukaan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) diberikan selambat-lambatnya- 30 (tiga pulul) hari

setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.
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i) Bank dan atau kantor Bank yang telah mendapat izin pembukaan Kantor
Cabang Syariah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), wajib melakukan
Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah selambat-lambatnya 30 (tiga
puluh) hari terhitung sejak tanggal izin pembukaan dikeluarkan,

) Pelaksanaan pembukaan Kantor Cabang Syariah sebagaimana dimaksud
dalam ayat (3) wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia selambat-
lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pembukaan. i

) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Kantor
Cabang Syariah belum melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip
Syariah, Dewan Gubemur Bank Indonesia membatalkan izin pembukaan
Kantor Cabang Syariah yang telah dikeluarkan.

) Kantor Cabang Syariah yang berasal dari pembukaan dengan cara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b dan huruf ¢ wajib
menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban debitur dan kreditur dari kegiatan
usaha secara konvensional selambat-lambatnya 360 (tiga ratus enam puluh)
hari sejak tanggal izin pembukaan dikefuarkan. i

) Kantor Cabang Syariah dilarang melakukan kegiatan usaha perbankan secara
konvensional, kecuali dalam rangka penyclesaian transaksi-transaksi
sebagaimana dimaksud dalam ayat (6).

Bagian Keempal

Pembukaan Kantor Cabang Syariah Berikutnya

!

Pasal 64
I Bank yang melakukan kegiatan usiha secara konvensional dan telah memiliki
Kantor Cabang Syariah hanya dapal membuka Kanlor Cabang Syariah

berikutnya dengan izin Dewan Gubernur Bank Indonesia. ;
Rencana pembukaan Kantor Cabang  Syariah berikutnya  scbagaimana
dimaksud dalam aya (1) wajib dicantumkan dalam rencana kerja tahunan
Bank.

(3) Permohonan 4

- INDONESIA

(3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh Bank

(4

—

5

—r

6)

7)

8)

kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut;

a. untuk pembukaan Kantor Cabang Syariah berikutnya yang dilakukan
dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) buruf a, wajib
disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3)
huruf a dan huruf b, Pasal 46 huruf d dan hurufee, Pasal 56, Pasal 57, Pasal
58 serta Pasal 59 ayat (1) huruf b, huruf e dan huruf £:

b. untuk pembukaan Kantor Cabang Syariah berikutnya yang dilakukan
dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b dan
huruf ¢, wajib disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan Pasal 59 ayat (2) hurufb.

Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Bank Indonesia melakukan:

a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan

b. analisis yang mencakup antara lain kemampuan Bank termasuk tingkat
kesehatan, tingkat persaingan yang sehat antar Bank yang melakukan
Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, tingkat kejentihan jumlah
Bank yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, dan
peluang pasar.

Apabila diperlukan, Bank Indonesia ‘dapat melakukan pemeriksaan untuk

meneliti persiapan  pembukaan  kantor dan  kebenaran dokumen yang

disampaikan,

Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan
sclambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sctelah dokumen permiohonan
ditcrima sccara lengkap termasuk pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (5).

Pelaksanaan pembukaan Kantor Cabang Syariah berikutnya sebagaimana
dimaksud dalam aya( (2) wajib dilakukan sclambat-lambatnya 30 (tiga puluh)
hari sejak tanggal izin dari Dewan Gubernur Bank Indonesia dikeluarkan.

Pelaksanaan pembukaan Kantor Cabang Syariah berikutnya scbagaimana
aksud dalam aya (7) wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia selambat-
lambatnya 10 (sepuluh) havi setelah tangpal pembukaan,
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m (%) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) Bank
m tidak melaksanakan pembukaan Kantor Cabang Syariah, Dewan Gubernur
Bank Indonesia membatalkan izin pembukaan Kantor Cabang Syariah yang
() telah dikeluarkan.
™
2] ; .
[ Bagian Kelima
._w Pembukaan Kantor di bawah Kantor Cabang, Pelaksanaan Kegiatan Kas di [uar
e Kantor Bank, Peningkatan dan Penurunan Status Kantor,
Q Pemindahan Alamat Kantor, serta Penutupan Kantor
= _
m Pasal 65
= Bagi Bank yang memiliki Kantor Cabang Syariah hanya dapat melakukan

' pembukaan kantor di bawah Kantor Cabang Syariah dengan memenuhi ketentuan
(O sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 serta melakukan Kegiatan
= Kas di luar Kantor Bank Syariah dengan memenuhi ketentuan sebagaimana
V) dimaksud dalam Pasal 31.

o

© @

e (1) Peningkatan status dari kantor dj bawah Kantor Cabang Syariah menjadi
—_— Kantor Cabang Syariah hanya dapat dilakukan dengan cara menutup kantor di
m bawah Kanlor Cabang Syariah dengan memenuhi ketentuan Pasal 43 dan
mv diikuti dengan membuka Kantor Cabang Syariah dengan memenuhi ketentuan
— sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64. .

—
I
~

Peningkatan status dari Kegiatan Kas diluar kantor Bank Syariah menjadi
kantor di bawah Kantor Cabang Syariah hanya dapat dilakukan dengan cara
menghentikan Kegiatan Kas diluar kantor Bank Syariah \ﬂ_nnmmn memenuhi
ketentuan Pasal 43 dan diikuti dengan membuka kantor di bawah Kantor

Cabang Syariah dengan memenuhi ketentuan scbagaimana dimaksud dalam
Yasul 29 dan Pasal 30. .

Pasal 67 &\

NK INDONESIA

Pasal 67

(1) Penurunan status dari Kantor Cabang Syariah menjadi kantor di bawah Kantor
Cabang Syariah hanya dapat dilakukan dengan cara menutup Kantor Cabang
Syariah dengan memenuhi ketentuan Pasal 42 dan diikuti dengan membuka
kantor di bawah Kantor Cabang Syariah dengan memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30.

(2) Penurunan status dari kantor di bawah Kantor Cabang Syariah menjadi
Kegiatan Kas di luar Kantor Bank Syariah hanya dapat dilakukan dengan cara
menutup kantgr di bawah Kantor Cabang Syariah dengan memenuhi ketentuan
Pasal 43 dan diikuti dengan membuka Kegiatan Kas di luar Kantor Bank
Syariah dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

Pasal 68

| Pemindahan alamat Kantor Cabang Syariah dan alamat kantor di bawah Kantor
Cabang Syariah hanya dapat dilakukan dengan memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37,

Pasal 69

Penutupan Kantor Cabang Syariah, kantoi dibawah Kantor Cabang Syariah, dan
penghentian Kegiatan Kas di luar Kantor Bank Syariah hanya dapat dilakukan
dengan memenuhi ketentuan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43.

Bagian Kecnam

Dewan Pengawas Syariah, Pemimpin Unit Usaha Syariah dan
Pemimpin Kantor Cabang Syariah

Pasal 70 :

Perubahan Dewan Pengawas Syariah wajib dilaporkan sceara tertulis kepada Bank
Indonesia se ambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari scielah tanggal pengangkitan
clektil dan disertai dengan dokumen identitas schagaimana dimaksud dalam Pasal
46 hurul'j dan surat persetujuan Dewan Syariah Nasional,
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Pengangkatan atau penggantian pemimpin Unit Usaha Syariah dan pemimpin
Kantor Cabang Syariah wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia
selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pengangkatan efektif dan b
wajib disertai dengan dokumen dan identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

59 ayat (1) huruf b dan atau huruf d.

Bagian Ketujuh
Pencabutan Izin Pembukaan Kantor Cabang Syariah

Pasal 72

Bank Indonesia mencabut izin pembukaan Kantor Cabang Syariah yang terbukti
'melakukan kegiatan usaha secara konvensional.

Bagian Kedelapan
Akuntansi Kantor Cabang Syariah

Pasal 73

(1) Sistem akuntansi Kantor Cabang Syariah mengacu kepada Standar Akuntansi
Keuangan (SAK) yang berlaku, scpanjang standar. akuntansi tersebut
memenuhi Prinsip Syariah. ®

* (2) Bank yang memiliki Kantor Cabang Syariah wajib:

. memiliki pencatatan dan pembukuan tersendiri untuk Kegiatan Usaha
Berdasarkan Prinsip Syarial;

b. menyusun laporan  keuangan Kegiatan  Usaha  Berdasarkan Prinsip
Syariah; dan )

€. memasukkan laporan keuangan scbagaimana dimaksud dalam hurufl b ke
dalam laporan keuangan konsolidasi,
BABXI ../

NK INDONESIA

(1

—

BAB XI
SANKSI

Pasal 74. .-

Bank yang tidak menaati ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 12, Pasal 13

_ ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 18 ayat (3), Pasal 19,

Pasal 20, Pasal 21 ayat (2), Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 ayat (1), ayat

(2) dan ayat (6), Pasal 26 ayat (2), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 ayat

(1), Pasal 29, Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 31 ayat (}), ayat (2) dan

ayat (3), Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 33 ayat (1), Pasal 34, Pasal 35,

Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (3) dan ayat (9), Pasal 37 ayat (1),

ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 39 ayat (1),

Pasal 41 ayat (), Pasal 42 ayat (1) dan ayat (7), Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2),

Pasal 44 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 48 ayat (2),
Pasal 51 ayat (1), ayat (4) dan ayat (7), asal 52, Pasal 53, Pasal 54 ayat (3),

Pasal 55 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 56, Pasil 57, Pasal um.,
Pasal 61 ayat (2), Pasal 63 ayat (3), ayat (6) dan ayat (7), Pasal 64 ayat (2) dan

ayat (7), Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 8, Pasal 69, Pasal 73, Pasal 75,

Pasal 77 ayat (1), Pasal 78, Pasal 81 dan Pasal §2 dapat dikenakan sanksi

administratif sesuai dengan Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992

H_zw_._m Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor

10 Tahun 1998.

Bank yang tidak menaati ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2), Pasal 17, Pasal 18
ayat (1) dan ayat (2), Pasal 25 ayat (7) dan ayat (8), Pasal 26 ayat (1), Pasal 28
ayat (2), Pasal 30 ayat (3), Pasal 31 ayat (4), Pasal 33 ayat (2), Pasal 36 ayal
(10) dan ayat (11), Pasal 37 ayat (G), ayat (7) dan ayat (8), Pasal 38 ayat (3)
dan ayat (5), Pasal 41 ayat (5), Pasal 42 ayat (8) dan ayat (9), Pasal 43 ayat
(3) dan ayat (4), Pasal 44 ayat (6) dan ayat (7), Pasal 51 ayat (2) dan ayal (6),
Pasal 63 ayat (4), Pasal G4 ayat (8), Pasal 70, Pasal 71, Pasal 77 ayat (2) dan
Pasal 80 dapat dikenakan sanksi administeatil sesuai Pasal 52 Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, berupa:
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a. teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu
juta rupiah) per hari kelambatan untuk setiap laporan dan atau

pengumuman;

b. teguran-tertulis dan kewajiban membayar sebesar Wtuo.ooo.ooo_oo (tiga
puluh juta rupiah) apabila Bank tidak menyampaikan laporan dan atau
pengumuman.

(3) Bank dinyatakan tidak menyampaikan laporan dan’ m_mc pengumuman
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b u_umc:a .mmsw cn_cms
menyampaikan laporan dimaksud setelah 30 (tiga puluh) hari sejak batas akhir
penyampaian laporan dan atau pengumuman.

(4) Setiap pihak yang tidak menaati ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 8 ayat (2),
Pasal 27 ayat (1), Pasal 54 ayat (2) dan Pasal G4 ayat (1) dapat dikenakan
sanksi _uams_m sesuai dengan Pasal 46 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992
tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor

10 Tahun 1998.

BAB XII
LAIN-LAIN ;

Pasal 75

(1) Bank wajib mengadministrasikan dengan tertib: :
a. daftar pemegang saham dan perubahannya bagi Bank yang berbentuk
hukum Perseroan Terbatas/ Perusahaan Dacrah; atau
b. buku daflar anggota dan perubahannya bagi Bank yang berbentuk hukum
Koperasi.
(2) Bank yang telah terdaftar di pasar modal wajib ;.dn:.__un_._u"__:_:: dafltar
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a.

Pasal 76

Bank Indonesia tidak memberikan persctujuan atas permohonan izin yang tidak
sesuai dengan ketentuan, tata cara dan persyaratan yang diatur dalam Peraturan

{ INDONESIA

Pasal 77

(1) Bank wajib menyampaikan perubahan dokumen sebagaimana dimaksuc
dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, huruf g dan huruf h, pada:

a. setiap akhir tahun apabila terjadi perubahan; dan
b. setiap saat apabila terjadi perubahan yang bersifat material,

(2) v.n:wmamm_.n: dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib
n_ﬂu,.nm_wm_: kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari
sejak jangka waktu yang ditetapkan.

Pasal 78

.m.,.Sw «u..m._.& _..nna.m_._.:.: kebenaran dokumen atau identitas yang dikeluarkan oleh
instansi terkait atau pihak ketiga yang disampaikan kepada Bank Indonesia.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 79 “

Permohonan izin yang diajukan scbelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini

wajib disesuaikan dengan persyaratan dan dokumen sebagaimana diatur dalam
Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 80

Bank x.._:.m.nn_m: memiliki izin usaha scbelum berlakunya Peraturan Bank
Indonesia ini wajib menyampaikan:

"_.ﬁ_o_,.c_:n:mncam..__.am:.._&__‘_u_..m:a%_,.z:E.ﬂ:o ayat (1) huruf f, huruf g dan
huruflh; , . :

b. surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) hurul ¢ angka 5
dan ayat (2) huruf a angka 2 dan atau huruf b angka 7;

€. scluruh struktur kelompok usaha dari Bank scbagaimana dimaksud dalam Pasal

Gayat (2) huruf b angka 6,
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kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak
berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 81

Anggota dewan Komisaris dan Direktur Utama Bank yang tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (3) dan Pasal 23 ayat (3), wajib
menyesuaikan dengan ketentuan tersebut dalam waktu selambat-lambatnya pada
tanggal 31 Desember 2002,

Pasal 82

Pejabat Eksckutif yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal
26 ayat (1) , wajib menyesuaikan dengan ketentuan tersebut dalam jangka waktu
wmn_mawm?_n::umn:wu GO (enam puluh) hari sejak berlakunya Peraturan Bank
Indonesia ini. -

BAB X1V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

Ketentuan lebih lanjut mengenai Bank Umum diatur dalem Surat Edaran Bank
Indonesia,

Pasal 84

Dengan dikcluarkannya Peratwran Bank Indonesia ini maka Surat Keputusan
Dircksi Bank Indonesia Nomor 32/33/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 (entang
Bank Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaky.

BANK INDONESIA

Pasal 85

Peraturan Bank Indonesia ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :  Jakarta

Pada tanggal : 15 Desember 2000

GUBERNUR BANK INDONESIA

SYAHRIL SABIRIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONLESIA TAHUN 2000 NOMOR 234
DPNP
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